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Kata Pengantar 
mam ba 9 mama 


Assalamualaikum, Shalom, Om swastiastu, 
Namo Buddahya. 


Segala puji bagi Tuhan, Tuhan semesta alam yang telah 
memberikan kenikmatan dalam segi jasmani dan rohani 
kepada ciptaanya, dengan menjunjung tinggi kepada Tuhan 
sang maha pemberi pertolongan dan tempat seluruh umat 
dan makhluk hidup berlindung. Datang dan kembali 
kepada sang maha pencipta. Sesungguhnya kerusakan dan 
kehancuran di alam semesta ini karenakan perbuatan dari 
ulah makhluk hidup itu sendiri. 


Saya banyak mengucapkan terima kasih dan tetap 


berteguh dengan iman kepada sang maha pencipta dan tak 
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lupa dukungan beberapa keluarga dan teman — teman yang 
telah medukung proses jalannya pembuatan naskah buku 
ini, Alhamdulillah saya bisa melanjutkan menulis yang ke 
dua kalinya, yang sebelumnya sudah selesai dan masih 
dalam proses penerbitan. Saya sekali lagi mengucapkan 
terima kasih kepada semuanya, dan tulisan saya yang kedua 
ini akan lebih baik dari tulisan — tulisan yang sebelumnya 
yang masih sangat banyak kekurangannya, buku tulisan 
saya yang kedua ini menjadi bahan evaluasi dari buku 
tulisan saya sebelumnya dan saya harap semoga buku yang 
kedua ini lebih jauh bisa diharapkan dan bisa dibaca oleh 


banyak orang. 


Buku tulisan ini masih terkait tentang masalah 
ideologi, yang buku sebelumnya juga membahas beberapa 
macam ideologi serta pemaparannya di Negara Indonesia, 
dan buku ini lebih ke satu ideologi yakni ideologi komunis 
atau paham komunisme, buku ini akan membahas dan 
mengkaji bagaimana dan apa paham komunisme ini. 
Buku ini mengambarkan tentang perlindungan hukum 
kepada masyarakat yang menganut ideologi komunisme/ 
matxisme/leninisme dan juga adanya pembahasan 
mengenai opini tulisan Alm. Ayik Umar Said. dengan 
perkembangan zaman masa lalu ataupun sejarah semakin 
hari semakin jauh dari peradapan, dan buku ini tidak 
untuk menyebarkan paham ideologi ajaran komunisme/ 
marxisme, buku ini menjunjung tinggi nilai — nilai 


persatuan dan nilai — nilai Pancasila. 


Sebagai penutup dari kata pengantar dari saya ini, 
apabila ada kesalahan dalam penulisan buku ini mohon 
dipertimbangkan ataupun dimaafkan, semoga dengan 
tujuan buku ini terbit akan memberikan banyak manfaat 
kepada masyarakat ataupun pembacanya, dan dari saya 
pribadi sendiri masih membutuhkan kritikan dan saran 
yang membangun untuk bahan revisi kedepannya dan 
menjadikan tolok ukur perbandingan dari pembahasan — 


pembahsan sebelumnya. 


Yogayakarta, Kamis 12 September, 2019 


Alam Mahadika 
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Bab I 


Pendahuluan 
SE —— 9 an an 


Stigma Bangsa 


Stigma — stigma Negara Indonesia mengenai komunis 
atau aliran kiri lainnya menjadi hal yang menakutkan 
dikalangan publik, pembahasan aliran kiri atau ekstrim kiri 
biasanya sering didiskusikan oleh dibeberapa perguruan 
— perguruan tinggi dan jarang juga pula kedengaran 
pembahasan ekstrim kiri ini dibicarakan oleh masyarakat 
publik. Berbicara komunis pada zaman reformasi lebih 
mudah daripada pada zaman Orde Baru yang memang 
memiliki pemahaman yang anti terhadap aliran kiri 
terutama komunis ataupun kajian mengenai Karl Marx 
serta Marxisme. Stigma ketakutan besar bangsa Indonesia 
mengenai komunis sudah sejak zamannya Orde Baru 
yang berhasil mendudukan zaman Orde Lama, hingga 


runtuhnya Orde Baru pada tahun 1998 dan dilanjutkan 
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masa reformasi pembahasan komunis menjadi agak lebih 
sedikit bisa dibicarakan, tetapi dalam artian pembahasan 
komunis hanya sebagai bahan kajian, bukan untuk 
disebar luaskan serta diikutkan karena aturan pelarangan 
mengenai aliran — aliran ekstrim kiri sudah ditetapkan 


pada runtuhnya Orde Lama. 


Berdirinya Orde Baru sejak tahun 1966 yang 
sebelumnya tahun 1965 memiliki sejarah yang berdarah, 
perperangan bukan lagi melawan kolonialisme dan 
imperialisme melainkan melawan bangsa sendiri, 
banyak ratusan masyrakat yang gugur berjatuhan nyawa, 
perlawanan antara Partai Komunis Indonesia PKI dan 
Militer. 

Adanya perlawanan antara dua dewan yakni dewan 
revolusi dan dewan jendral, dewan revolusi yakni dewan 
yang menginginkan suatu perubahan zaman, dimana 
dewan revolusi ini membunuh dan membantai beberapa 
jendral yang antara lain yang dimaksud yakni dewan 


jendral. 


Jadi analoginya dari pembahasan diatas yakni dewan 
revolusi yang membantai petinggi — petinggi dewan jendral 
yang akhirnya para jendral — jendral tersebut gugur hingga 
akhirnya dewan revolusi atau disebut dewan perubahan 
berhasil berubah menjadi zamannya Orde Lama ke Orde 
Baru. Kejadian perubahan zaman pada tahun 1966 setelah 
membantai habis — habisan petinggi — petinggi jendral 
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Zaman Orde Baru yang juga dipimpin oleh seorang 
jendral aparat militer dimulai tahun 1966 hingga berakhir 
pada tahun 1998 dijatuhkan oleh masyrakatnya sendiri, 
hingga akhirnya pemimpin Orde Baru yang dikenal 
otoriter mengundurkan diri dan berganti menjadi zaman 
reformasi hingga era sekarang masyarakat Indonesia sudah 
menikmati zaman baru yakni reformasi tetapi masih ada 
masyarakat Indonesia memiliki bekas stigma — stigma Orde 
Baru seperti komunis. Zaman reformasi ini masyarakat 
Indonesia lebih merasa memiliki kebebasan tiap — tiap 
individualnya dan juga lebih memiliki padangan besar 
terhadap yang namanya hak asasi manusia juga adanya 
rasa perikemanusiaan, dan sebelumnya pada zaman Orde 
Baru yang katanya sering entah kemana menghilangnya 
masyarakat Indonesia yang katanya diculik hingga tidak 


akan pernah kembali. 
A. Ketetapan Yang Berlaku 


Setelah kejadian konflik darah atau pembantaian para 
manusia ditahun 1965 atau disebut gerakan 30 September 
dan gerakan 1 Oktober, pemberontakan yang membuat 
kekacauan Negara Indonesia yang menginginkan suatu 
perubahan hingga akhirnya terjadilah perubahan zaman 
yakni Orde Baru ditahun 1966 yang sebelumnya telah 
membantai habis orang — orang komunis. Hingga 


keluarnya aturan yang berlaku yang akan dipaparkan 
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dipembahasannya. 


Hingga saat ini pemerintahan Negara Indonesia 
segala hal yang berbau komunis itu dilarang, pelarangan 
— pelarangan tersebut sudah sejak tahun 1966, hal — hal 
komunis dan marxisme ataupun leninisme dilarang keras di 
Indonesia dan sekali lagi ditegaskan masih berlaku hingga 
saat ini, jadi masyarakat sudah ambisius takut terkait aliran 
ekstrim kiri. Ilmu — ilmu komunis sudah dianggap menjadi 
ilmu yang menakutkan di Indonesia dan pembahasan 
komunis sebagian besarnya adalah membahas tentang 


bagaimana cara kerja sebuah sistem ekonomi. 


Dan ini pemaparan aturan hukum yang belaku 


mengenai pelarangan — pelarangan komunis. 
Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Indonesia 
Ketetapan 
No. XXV/MPRS/1966 
Tentang 


PEMBUBARAN — (PKI) — PARTAI — KOMUNIS 
INDONESIA PERNYATAAN SEBAGAI DARI 
ORGANISASI TERLARANG DISELURUH WILAYAH 
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 
(NKRI) BAGI PARTAI KOMUNIS INDONESIA 
(PKI) DAN LARANGAN SETIAP AKTIVITAS DAN 
KEGIATAN UNTUK MENGEMBNGKAN ATAU 
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MENGAJARKAN FAHAM AJARAN KOMUNIS/ 
MARXISME DAN LENINISME. 


Menimbang : 


a. Bahwa paham atau ajaran komunisme/marxisme 
dan leninisme pada hakekat dasarnya sudah me- 


nentang Pancasila. 


b. Bahwasannya dari orang — orang dan golongan 
— golongan di Indonesia yang mengetahui ajaran 
atau faham komunisme/marxisme dan leninisme, 
khususnya Partai Komunis Indonesia (PKI), dalam 
sebuah sejarah di Indonesia sudah terbukti beber- 
apa cara ingin mengganti Pancasila dengan revolu- 
si dengan cara kekerasa dan ingin menggulingkan 


sistem Pemerintahan Indonesia yang sudah sah. 


c. Bahwasannya berhubungan dengan berbagai cara 
perlunya kita ambil dengan tindakan yang sangat 
tegas terhadap (PKI) sebuah aktivitas ataupun per- 
buatan yang menyebarkan pemahaman Komunis 
& Marrxis. 


Aturan yang berlaku tersebut sudah dikeluarkan sejak 
tahun 1966, dan pembahasan aturan diatas akan menjadi 
bahan kajian yang pembahasan tersebut akan dibahas pada 


pembahasan berikutnya mengenai aturan tersebut. 
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Penjelasan 


Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara 


Republik Indonesia 
Nomor XXV/MPRS/1966 


1. Ajaran ataupun faham komunisme/marxisme 
dan leninisme dalam praktik kehidupan berpoli- 
tik dan kenegaraan menjadikan hal tersebut yang 
bertentangan dengan asas — asas sendi masyarakat 
Negara Indonesia yang ber Tuhan dan Bergama 
berdasarkan gotong royong dan musyawarah mu- 
fakat. 


2. Ajaran ataupun faham marxisme yang berkaitan 
dengan ajaran — ajaran lainnya seperti takti perjuan- 
gan oleh Lenin, Stalin, Mao Tse Tsung dan lainnya, 
mengandung unsur benih — benih yang bertentan- 


gan falsafah dasar Pancasila. 


3. Ajaran ataupun faham komunisme/ marxisme dan 
leninisme yang dianut oleh Partai Komunis Indo- 
nesia (PKI) dalam kekuasaan politik di Negara In- 
donesia sudah terbukti menciptakan situasi yang 
membahayakan kelangsungan hidup Negara Indo- 


nesia yang berlandaskan Pancasila. 


4. Berdasarkan pertimbanan tersebut yakni wajar, 
bahwa tidak diberikan hak hidup Partai Komu- 
nis Indonesia (PKI) dan aktivitas — aktivitas yang 
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memperkembangkan ataupun menyebarkan ajaran 


atau faham komunisme/marxisme dan leninisme. 


Berdasarkan penjelasan diatas yang berdasarkan 
Undang — undang maka aktivitas yang berbau mengenai 
komunis atau ekstrim kiri lainnya masih hal yang sangat 
sensitive di Indonesia, ini menjadikan ajaran atau faham 
komunis menyebabkan masyarakat di Indonesia menjadi 
hal yang sangat menakutkan yang akhirnya bisa terbawa 


keranah hukum. 


Jadi analisis terkait aturan TapMPRS/XXV/1966 
menjadikan masyarakat Negara Indonesia tidak memiliki 
kebebasan atau memiliki batasan — batasan tertentu dalam 
yang mempelajari dan memahamani serta di ikut serta 
membahas terkait ajaran komunisme dan aliran - aliran 


kiri lainnya. 


Mengkrtisi pada TapMPRS/XXV/1966 pada point 
yang 4. Bahwasanya suatu ajaran maupun paham Komunisme, 
Marxisme & Leninisme sudah bertolak belakang dengan falsafah 
Ideologi Pancasila. 


Pasal 188 Rancangan Kitab Undang — Undang 
Hukum Pidana (RKUHP). 


Di Negara Indonesia menyebarluaskan pemahaman 
komunisme/marxisme — leninisme secara sembarangan 
ataupun mempublikasi ajaran — ajaran terkait marxisme 


bisa mendapatkan hukuman pidana 4 (empat) tahun 
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penjara (pasal 1). Komunis yang digambarkan oleh hukum 
di Indonesia beranggapan tidak relevan kenapa? Hukum 
yang mengikat rezim otoriternya Orde Baru masih 
tetap berjalan, walaupun saat ini isu komunis memang 
dianggap menakutkan dikalangan masyarakat awam. Jadi 
komunis ataupun marxis memberikan pemahaman sebuah 
revolusi ekonomi maupun politik. Turunan pemahaman 
komunis yang menginginkan perubahan yakni pada masa 
kepemimpinan Mao Zedong para — para pengikutnya 
membuat pemahaman yang baru disebut maoisme 
dari PKC atau Partai Komunis Cina, ataupun hampir 
seluluruhnya pemahaman maoisme sebagian besar dari 


landasan marxisme dan leninisme. 


Di — sini akan ada pembahasan terkait teori maoisme, 
bedanya marxisme dan leninisme yang dimana kaum 
ploretar perkotaan biasanya penduduk perkotaan yang 
memiliki pekerjaan sebagai buruh menjadi beranggapan 
alat dari sebuah revolusi. Maoisme dengan tujuannya 


buruh dan tani sebagai kekuatan revolusi utamanya. 


Biasanya dari pemahaman marxisme dan leninisme 
sebuah alat perubahan diwilayah metropolitan ataupun 
perkotanaan, Maoisme pembangunan lebih condong 
kedalam ranah wilayah pedesaan Cina, wilayah pedasaan 
Cina sebagai proritasnya. Strategi maoisme ini sangat 
tepat dilakukan dimasa tahap — tahap awal perkembangan 
sosialisme dimana kebanyakan rakyatnya sebagai kaum 


buruh dan tani. Sosok Mao Zedong memiliki ideologis yang 
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sangat tinggi terhadap pandangan ideologi komunisme. 


Cina yang dasarnya sebagai wilayah sosialis dan komunis. 


Kembali kepembahasan terkait Pasal 188 RKUHP, 
membahas mengenai ayat 2 pasa yang sama, hukuman 
pidanan dapat dinaikan dan memiliki jangka waktu 
hukuman yang sangat lebih lama menjadi 7 tahun penjara 
apabila perbuatan tersebut, sama dalam ayat 1 yang 
menyebarluaskan, tetapi ayat ke 2 memiliki tujuan untuk 
mengubah atau menggantikan ideologi dasar Negara 


Indonesia yakni Pancasila. 


Ayat 2 yang menerminkan perubahan atau 
penghapusan landasan Pancasila menjadi ideology 
komunisme yang dimana pada dasarnya Pancasila yang 
memiliki sifat universal menyeluruh bahkan Pancasila 


memiliki sebuah ideologi dalam ideologi. 


Bahkan hukuman pidana dapat terus menambah 
menjadi 10 tahun hukuman pidana yang berbunyi pada 
ayat 3 yakni penghancuran dan kerugian ataupun kericuhan 
dapat menggangu kehidupan masyarakat, hukum pidana 
pada ayat 3 ini mengambarkan bahwasannya sebuah 
perubahan atau revolusi terkait landasan komunisme 
dapat meruntuhkan ideologi Pancasila. 

Hukuman pidana pada pasal 188 RKUHP makin 
memiliki jangka waktu yang sangat panjang terkait 
komunisme yakni dalam sebuah ayat 4 dan 5, dengan 


hukuman 12 tahun penjara, sebagai mana yang dimaksud 
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pada ayat 4 dalam hal ini perbuatan penyebarluaskan 
hingga menakuti orang lain hingga membuat orang lain 
luka — luka. 


Dengan selanjutnya pasal 188 ayat 5 dengan perbuatan 
menyebar luaskan ajaran komunis hingga membuat orang 
lain merenggrut nyawa dapat di hukum pidana paling 
lama 15 tahun penjara. Hukuman — hukuman tersebut 
memiliki jangka waktu yang sangat lama. Bahkan dapat 
juga dipidana pula setiap orang yang menerima bantuan 


ataupun bantuan kepada kelompok — kelompok kiri. 


Ketentuan RKUHP ini tidaklah masuk diakal, 
sebagaimana orang memiliki pemahaman yang berbeda 
terkait ideologi, seharusnya yang dilarang adalah sebuah 
tindakan yang merugikan orang lain, tetapi bukan melarang 


pemahaman — pemahamnya. 
B. Pancasila Tidak Anti Komunis ? 


Poin a yang menyatakan seakan — akan Pancasila 
itu anti terhadap komunis dan aliran kiri lainnya, maka 
pembahasan ini akan menyatakan bahwasannya Pancasila 
itu tidak anti terhadap komunis, adanya sebuah propaganda 
yang besar bahaya komunis yang sering diteriakin 
dikarenakan ingin menjatuhkan kedaulatan NKRI secara 
politik dan ekonomi, khususnya TNI dan Polri menjadi 
tujuan utama membasmi komunis yang menjadikan 
sebagai musuh besar bangsa yang tidak nyata dikarenakan 


komunis tidak akan bisa menjadi suatu Negara kecuali 
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dengan penghapusan kelas masyarakat yang menjaddikan 
masyarakat tanpa kelas dan penghapusan sistem Negara, 
yang bahwasanya yang nyata adalah musuh — musuh dari 
masyarakat kelas atas yang menindas masyarakat kelas 
bawah, atau neo imperialisme dan kolonialisme serta 
kapitalisme yang sudah berkembang besar di Indonesia. 
Yang menjadi permasalahannya yakni aparat lebih 
condong mengamankan dan memihak kepada kaum 
kapitalisme dengan tujuan untuk perlindungan hukum 
bisnisnya, seperti contoh kaum — kaum pebisnis kelapa 
sawit yang setiap tahunnya pasti membakar lahan dengan 
tujuan untuk pembebasan lahan yang menyebabkan 
terganggunya kehidupan masyarakat dikarenakan asap 


dari pembakaran lahan tersebut. 


Berbicra pembahasan pada Pancasila yang poin ke 
5 yakni yang berbunyi “Keadilan Sosial Bagi Seluruh 
Rakyat Indonesia” yang kita kaji dari landasan Pancasila 
ke 5 tersebut yakni dengan adanya sebuah ideologi dalam 
ideology antara lain adanya arti kata “keadilan sosial” 
dimana Negara Indonesia adalah sebetulnya bisa dikatakan 
sosialis/ sosialisme. Bisa dikaji kembali mengenai ideologi 
komunis yang pada dasarnya dibawah dari ideologi sosialis, 
keadilan dan kesetaraan, dan bahwasannya dengan hidup 
kesetaraan atau sama rata sama rasa bisa dikatakan minim 


untuk dipaparkan pada masyarakat Indonesia. 


Mengutip dari buku “Revolusi Belum Selesai?” kita ini 


hendak menyusun sosialisme. Kita memerlukan produksi 
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makanan sandang dan pangan yang lebih banyak dari 
pada sekarang, engkau harus membantu usaha rakyat dan 
mendatangkan sosialisme di Indonesia cukup sandang dan 


cukup pangan. 


Buku tentang pidato — pidatonya Soekarno yang 
setelah terjadinya konflik G30S yang membawa dampak 
sangat besar terhadap masyarakat Indonesia, tragedi 
tersebut adalah tragedi awalnya kehidupan baru dan 
kehidupan buat selanjutnya, mau kehidupan presiden 
maupun individu beliau menjadi presiden yang sangat 


kesepian. 


Pengambilan kekusaan Orde Lama ke Orde Baru 
memberikan sejarah besar yang membuat dunia menjadi 
ikut prihatin kecuali Negara yang ikut berkaitan dengan 
sejarah 1965 tersebut, banyak ribuan masyarakat 
bertumpahan darah hingga merambat ke keluarganya serta 
keturunannya di asing — kan oleh masyarakat dan menjadi 
terkena hukum sosialnya. Masyarakat yang terintimidasi 
ataupun partisipasipan dari organisasi kiri akan menjadi 
tahanan politik pada zaman orde baru hingga masyarakat 
yang terintimidasi menjadi sulit untuk mendapatkan dari 


hak asasi dalam kehidupannya. 


Pancasila Kiri ? 


Pancasila sebagai ideologi dasar Negara Indonesia 


memiliki aliran kiri ? ayo kita kaji dari isi pancasila satu 
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persatu, di dalam ideologi Pancasila terdapatlah sebuah 
ideologi. 


1. Ketuhanan yang Maha Esa : adanya sebuah ideolo- 
gi keagamaan dalam Pancasila pertama landasan — 
landasan keagamaan yang menjadikan alat persatu- 
an seluruh agama yang ada di Indonesia dari Islam, 
Kristen/Prostesta, Khatolitk, Hindu, Budha, dan 
Konguchu. Menjadi satu persatuan yang membuat 
ideologi Pancasila yang pertama memiliki pemaha- 


man yang “Religiusitas”. 


2. Kemanusian Yang Adil dan Beradab : kajian men- 
genai hal kemanusiaan yang melahirkan sifat yang 
memiliki rasa kasih dan sayang terhadap sesama, 
adanya definisi Humanisme dalam Pancasila yang 
ke 2, yang mengedepankan nilai kemanusiaan 
dan menunjung tinggi kriteria kemanusiaan da- 
lam segala hal. Keadilan dan beradap dalam artian, 
karakteristik masyarakat Indonesia yang manusiawi 
mengambarkan landasan dari Pancasila yang ke 2 


yakni “Humanisme”. 


3. Persatuan Indonesia : Negara Indonesia yang ber- 
macam budaya adat istiadat yang mencerminkan 
Negara Indonesia adalah dimana Bhenika Tunggal 
Ika yang analoginya berbeda — beda tetapi tetap 
satu, disinilah persatuan Indonesia yang melahit- 


kan “Nasionalisme”. 


13 


SINTAS TAP MPRS/XXV//1966 (Jeratan Hukum & Perlindungan Hukum) 


4. Kerakyatan yang Dipimpin Oleh hikmat Kebijak- 


sanaan Dalam Permusyawaratan dan Perwakilan : 


mengkaji satu kalimat dalam sila ke 4 tersebut yak- 


ni musyawarah yang awalan terhadap kebebasan, 


dengan musyawarah merombak masalah bersama 


hingga memberikan bebas pendapat hinggal la- 


hirlah toleransi dan demokrasi yang menghasilkan 


kebebasan pikiran, disini kita petik kata kebebasan 


menjadi sebuah paham “Liberalisme”. 


5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia : 


Pancasila yang ke 5 inilah yang bisa menyatakan 


bahwasannya Pancasila adalah bagian dari sebuah 


kiri, kajian terkait ideologi yang berkeadalian antara 


lain yakni sosial/sosialis/sosialisme. Pancasila yang 


berkeadilan hingga melandaskan ideologi yang 


dasarnya untuk mencapai sebuah keadilan yakni 


“Sosialisme”. 


Bisa dikatakan Pancasila juga berhaluan kiri yang 


dijelaskan pada Pancasila yang ke 5 tersebut yang 
berlandaskan dasar sosialisme, sosialisme adalah sebagai 
ideologi yang alat tujuannya untuk revolusioner menjadi 
sistem komunisme, dan kita kaji lagi terkait sosialisme 
sebagai alat menuju komunisme, dengan itu di Indonesia 
tidak memberlakukan komunis menjadi sistem, sistem 
yang berkeadilan di Indonesia pada sila yang ke 5 menjadi 
gambaran tidak mungkin terjadi ketika sistem di Indonesia 


yang berasas kesetaraan, atau sama rata dan sama rasa, 
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bahkan ideologi — ideologi komunis sudah bertolak dengan 


ideologi — ideologi dari Pancasila tersebut. 


Mengutip pidatonya dari Presiden Sukarno. Maka 
dari karena itu saya akan menyatakan pada suatu saat nanti 
Pancasila itu adalah kiri, terutama ada dalam kandungan 
isi Pancasila memiliki landasan sebagaimana ideologi 
sosialisme di isi sila yang ke — 5, maka dari hal tersebut 
Pancasila adalah anti imperialisme & kolonialisme bahkan 
juga anti kapitalisme, lebih tepatnya anti penindasan 


bangsa atas bangsa. (Istana Bogor, 6 November 1965). 


Pidato Presiden Sukarno selanjutnya yang dimana 
ada kaitannya dengan Pancasila, yakni ideologi 
Pancasila sebetulnya tidak anti terhadap kom(komunis), 
kom(komunis) arti idoelogi sosial yang bersifat sosialistik. 
(amanat Presiden Sukarno di hadapan anggota golongan 
karya nasional. (Istana Bogor, 11 Desember 1965). 
Partai Komunis Indensia (PKI) yang bergerak untuk 
memberjuangkan kaum buruh dan petani dan dimana 
mayoritas orang — orang yang berada di Partai Komunis 
Indonesia adalah orang — orang dari petani dan buruh, 
bahkan juga ikut serta membantu kemerdekaan 
Indonesia dan ingin melepaskan sistem kolonialisme dan 
imperialisme Belanda dan Jepang, serta semangat Partai 
Komunis Indonesia (PKI) yang mewariskan jiwa yang anti 
terhadap anti kolonialisme dan anti imperialisme pada saat 
penjajahan, hingga pergerakan PKI pada dahulunya sudah 


pernah menjadi pergerakan partai terbesar di Indonesia. 
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Tanggapan Pidato Sukarno Terhadap Pelarangan 
Marxisme. 


Bahwasannya aku adalah seorang penganut Marxisme 
dalam lapangan analisis sosial & politik. karenannya 
itu saya memberikan saran kepada pembentuk MPRS, 
kalau kalian hanya mengambil sebuah keputusan untuk 
melarang pemikiran kiri yakni Komunis & Marxis, saya 
akan tertawa mendengarnya, yang kalian bisa larang itu 
seharusnya kegiatan Marxisme & Komunisme maupun 
Islamisme yang dapat menghancurkan Negara Indonesia 
serta landasan Pancasila (Pidato Sukarno dihadapan 
delegasi 45, di Istana Merdeka Jakarta, 6 September 1966). 


Kritikan Sukarno mengenai TAPMPRS XXV/1966 
menjadi lucu ketika pelarangan orang berideologi yang 
beraliran ekstrim kiri, aturan yang berlaku seharusnya 
pelarangannya berideologi dengan tujuan untuk merusak 
sistem kenegaraan atau dapat menyebabkan ketakutan 
masyarakat Indonesia. Aturan tersebut hingga sampai 
saat ini masih berlaku dan pergerakan orang berideologi 


sangatlah sempit dan terbatas. 


Seberapa kejinya kah pemahaman Marxisme hingga 
dilarang di Indonesia, seberapa kejinya kah pemahaman — 
pemahaman kiri hingga diberi batasan dalam kehidupan di 
Indonesia, seberapa kejinya kah Partai Komunis Indonesia 
yang telah dikatakan sejarah membunuh beberapa petinggi 


pimpinanjendral hingga maumengganti rumusan Pancasila. 
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Lebih kejinya penguasa yang memainkan peran dalam 
kekuasaan, dan penguasa menghabiskan ratusan nyawa 
orang — orang yang memiliki keterkaitan dengan gerakan 
kiri atau pemusnahan golongan kiri demi kepentingan yang 
berdampak sejak saat ini golongan — golongan yang sudah 
ternodai kejam berdarah dibalik kejamnya itu ada rahasia 
yang dibungkam, dengan memberikan sebuah peraturan 
yang dapat terjerat hukuman pidana, hingga hukuman 
pidana ini memberikan gambaran yang menakutkan di — 


mata masyarakat. 
C. Siapa Ayik Umar Said ? 


Kali ini menceritakan mengenai kisah hidup seorang 
penulis, jurnalis dan aktivis kelahiran Malang, Jawa Timur 
di Desa Pakis pada tanggal 26 Oktober 1928 yakni beliau 
Ayik Umar Said. Tulisan — tulisan artikel beliau banyak 
mengenai kisah yang mengambarkan tentang G30/S, 
maka se — akan — akan tulisan artikel beliau membawa kita 


kembali ke — tahun peristiwa 65 silam yang lalu. 


la dikenal sebagai penggagas wartawan anti — 
imperialisme, dan memasuki dunia jurnalistik pada tahun 
1950, bekerja dengan menulis tentang artikel dan berita 
— berita yang berhaluan kiri dengan penggagasan anti 
terhadap kolonialisme dan imperialisme hingga kontra 
terhadap kapitalis individualis, yang dapat menyebabkan 
kerugian banyak masyrakat. Ia telah tutup usia pada tanggal 
8 Oktober tahun 2011 di kota Noisy — Le — Grand Negara 
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Prancis, dikarenakan faktor lanjut usia, beliau memikat 
dengan perkataan bung Karno “for a fighter, there is no 
journey end”. Untuk seorang pejuang, tidak ada perjalan 


yang berakhir. 


Di tulisan buku ini akan memaparkan artikel — artikel 
dari Ayik Umar Said mengenai peristiwa 1965. Namun 
seperti sejarah hidup banyak orang lain maka artikel — 
artikel yang akan dibahas pada pembahasan selanjutnya 
adalah dari perjalanan hidupnya Alm. Ayik Umar Said. 
Artikel yang dimaksud akan menambahkan wawasan 


setiap orang megenai sejarah yang telah lampau. 


Dengan tujuan artikel membela orang — orang yang 
menginginkan sebuah keadilan dan membela hak asasi 
manusia, menganjurkan toleransi, memperkuat persatuan 
bangsa hingga mengutamakan kepentingan rakyat banyak. 
Segala ungkapan dan penulisan artikelnya Alm. Ayik Umar 
Said tidak mengandung sebuah kebencian, permusuhan 
antara suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). 
Tulisan artikel Alm Ayik Umar Said bersiat kritis terhadap 
kejahatan moral hingga banyak membunuh masyarakat 
dan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia. Dengan 
sebuah tulisan artikel dapat membantu setiap orang yang 
membacanya alangkah baiknya mengkaji ulang terkait 


tulisan artikel sejarah lainnya. 
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1. Para Perintis Kemerdekaan Menangis 
Dalam Liang Kuburan Mereka 


17 Agustus 1997 
From , Rasyidin Sulaiman, 


(nama disamarkan, Ayik Umar Said, mengambil dari nama 
Rasyidin Bey & Zulkifli Sulaiman, mereka beruda adalah 
penulis redaksi surat kabar dari Pang Sumbar yang dibunuh 
oleh tentara militer tahun 65) 


Menghadapi haru perayaan 17 Agustus bersama Orde 
Barunya Pak Harto. 


Sudah tidak akan lama lagi warga Negara Indonesia akan 
menyaksikan dan merayakan hari besar Negara Indonesia 
yakni hari kemerdekaan 17 Agustus sebagai peristiwa 
yang sangat penting. Salah satu lambang kebebasan warga 
Negara Indonesia yang telah berabad — abad dijajah. 
Semua telah pantas ikut serta mengenang jasa pahlawan 
yang telah mendahului kita dan membawa Indonesia ke 


ambang kemerdekaan. 


Diantara banyak pahlawan kita di buang sebelum 
terjadinya perang dunia ke II oleh pemerintahan Belanda 
dipenjarakan diseluruh Indonesia, oleh dinas rahasia 
Belanda. Pada selama penjajahan fasisme Jepang, banyak 
pula masyarakat di bunuh dan dibantai oleh (polisi 
rahasia Jepang). sebagai sumbangan jiwa, air mata bahkan 


pengorbanan. Rela melapaskan demi melawan imperialisme 
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dan kolonialisme. Untuk lahirnya sebuah revolusi 17 
Agustus 1945 yang melambangkan ke— Bhenikaan Tunggal 
Ika yang dimana dari perjuangan masyarakat Indonesia, 
hingga saat ini nama Bung Karno & Bung Hatta tidak 
pernah dilupakan dengan pemikiran beliau rakyat kuat 
menjadi satu dan berjuang besar. Beliau juga merumuskan 
Pancasila dan masih tetap dipakai sebagai dasar Negara 
Indonesia hingga saat ini. Untuk dari kesekian kalinya 
masyarakat Indonesia merayakan 17 Agustus, dibawah 
naungan pemerintahan orde baru. Kita semua akan 
menyaksikan sebuah kesaksian, bahwasannya perayaan 
hari kemerdekaan 17 Agustus, yang saat ini berlangsung 
dengan dalam suasana yang telah diperjuangkan oleh para 
perintis kemerdekaan Indonesia yakni sebagai pahlawan 
Indonesia. sebagai presiden kepemmimpinan Orde Baru 
seperti biasanya, akan memberikan sebuah ucapan hari 
kemerdekaan dan juga pidato “Kenegaraan” yang pastinya 
akan ditujukan oleh seluruh masyrakat Indonesia. dan 
seperti biasanya sudah bisa ketebak dalam sebuah isi pidato 
kenegaraannya itu akan diobrak — abrik ulang berbagai 
macam rumus maupun ungkapannya. Antara lain yakni 
pada umpannya : bahwasannya pembangunan berjalan 
sangat lancar, dan ekonomi yang secara kemajuan sudah 
dinikmati oleh rakyat dan bahwasannya Pancasila harus 
dilindungi kemurniannya. Dan sistematis dari politik Orde 
Baru haruslah dibela dan ekonomi perlu kita lindungi dari 


gangguan — gangguan bangsa lain. 
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Dari seperti biasanya kita memulai dengan jiwa 
yang sangat besar dan dimana semua harus bersatu demi 
menegakan nilai — nilai Pancasila, dan mengunggah 
kebanggaan yang sangat besar sebagai warga Negara 
bahwa pidatonya tersebut membuat Istana Negara 
menjadi menggebyar. Tetapi betapa bagusnya pidato 
tersebut, tidak bisa dielakan lagi bagi banyak masyarakat 
yang menikmatisnya dan juga Sesutu yang tidak pas 
yang mendengarkannya. Sebab banyak yan beranggapan 
bahwasannya kesan presiden Suharto tidak pantas 


berbicara tentang demokrasi maupun tentang Pancasila. 


Ketika memperingati hari penting peristiwa 
kemerdekaan 7 Agustus, banyak warga Negara mengingat 
pejuang — pejuang yang besar dan rela berkorban demi 
kemerdekaa bangsa Indonesia, pembangunan Budi 
Oetomo, Sarekat Islam, Sarekat Rakyat, Partai Komunis 
Indonesia, Sumpah Pemuda, adalah sebagai langkah 


menuju kemerdekaan Indonesia. 


Ada waktu saat itu yang menjadi keunikannya yakni 
sama — sama kita perhatikan, yaitu amat sangat terlalu 
wajarlah ketika masyarakat Indonesia yang berbicara 
tentang perjuangan untuk suatu kemerdekaan. Mungkin 
ada sebagian orang yang belum tahu mengenai tergulingnya 
presiden Sukarno telah digulingkan oleh Suharto, dan 
dimana pergantian sistem pemerintahan Orde Lama 
ke Orde Baru, dengan berbagai cara mengkudetai 


konstitusional dan juga dengan surat perintah sebelas maret 
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atau dikenal dengan Supersemar. Bukan hanya begitu saja, 
ada juga dengan cara — cara kekejaman militer terhadap 
orang — orang yang pro terhadap Sukarno, menyerupai 
sebebagai militer terhadap atasannya. Beberapa dari itu 
adanya bantuan dari Negara — Negara asing yang berpihak 
ikut menggulingkan pemerintahan Orde Lama, karena 
sebagaimana sistem Orde Lama sangat tegas terhadap 
adanya sebuah imperialisme dan kolonialisme dari Negara 
— Negara asing, maka dari itu sulitnya Negara asing untu 
menguasai Indonesia pada saat Orde Lama yang memang 
dasarnya orde lama sangat menentang adanya sistem neo 


— liberalisme. 


Kebingunan masyrakat Indonesia mengenai peristiwa 
65 — 73 dengan antaa lainnya : ratusan ribu jiwa orang 
telah dibantai habis — habisan, dipenjarakan tanpa proses, 
berpuluh — puluh partai diubah menjadi partai PPP, PDI. 
Dengan itu Negara Indonesia adalah termasuk catatan luar 
negeri sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia terbesar, 
pada saat itu mengedosidakan masyarakat kiri hingga ke 
— keturunannya bahkan tidak diberikab kebebasannya 


sebagai warga Negara Indonesia. 


2. Slogan Untuk Teror “Bahaya Laten PKI” 


21 Maret 2000 


Bahwa peryataan Abdurahman Wahid atau dikenal 


Gus Dur untuk meminta maaf atas kejadian pembunuhan 
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yang banyak memakan korban pada tahun 1965 tersebut, 
hingga banyak reaksi positif dan negative dari masyarakat. 


Karena kita semua bersama — sama menegakkan 
demokrasi dan hukum ataupun keadilan bahkan HAM, 
maka sudah sepantasnya kita menghargai pendapat orang 
lain terhadap pernyataan pendapatnya. Tetapi, perlu kita 
ingat juga bahwa setiap orang juga berhak pula untuk 
mengutarakan pendapatnya untuk menyangkal atau 
mengomentari pendapat orang lain. Ada orang yang 
mengatakan tidak perlu meminta maaf kepada korban 
G30S karena itu adalah risiko perbuatannya dari G30S. 
namun ada juga politisi (yang tidak disebut namanya) yang 
menyatakan : yang meminta maaf itukan Gus Dur yang 
lain tidak, dan ada juga yang menyatakan lagi awas bahaya 
laten PKI. 


Apa Arti Perminta Maafan Gus Dur 


Personal yang actual yang menarik untuk diteliti 
bersama ialah : mengapa permintaan maaf Gus Dur 
kepada para korban pembunuhan besar tahun 1965/1966 
menjadi kadar yang berbeda beda dalam telahh menyentak 
banyak pikiran orang, dan banyak orang yang diam hingga 
memprotesnya ini semua tantangan bagi semua tokoh sosial 
ataupun pakar sosial untuk merenungi dan menemukan 
jawabannya, hingga jawaban tersebut berguna untuk 
menerdaskan bangsa dan untuk meningkatkan peradapan 


kita semuanya. 


23 


SINTAS TAP MPRS/XXV//1966 (Jeratan Hukum & Perlindungan Hukum) 


Selebihnya orang harus mengetahui bagaimana 
kadar prinsip — prinsip terhadap hak asasi manusia yang 
menjunjung tinggi demokrasi dan yang menghargai 
martabat sesama manusia. Tidak sulitlah untuk dimengerti 
arti penting perminta maafan Gus Dur. Karena masalah 
sudah jelas : lebih dari ratusan orang yang sama sekali tidak 
bersalah (termasuk ibu dan anak — anak) telah ikut menjadi 
korban akibat kekuasaan politik. hingga mengakibatkan 


penderitaan lahir dan batin dari keluarga korban. 


Walaupun beberapa puluhan tahun yang lalu semasa 
zaman orde baru masalah ini tidak menjadi pembicaraan 
terbuka, tetapi sebenarnya masalah pembunuhan besar 
besaran pada tahun 1965/1966 menjadi luka besar bagi 


jutaan orang. 
Kejahatan Terahdap Kemanusiaan 


Mohon kita bersama — sama renungi dari pendapat 
opini berikut ini : diantara beberapa dari sebuah kejahatan 
yang lumayan sangat besar dari rezim Orde Baru yakni 
adalah dari kampanye anti — PKI dan pernyataan bahaya 
laten PKI disebarkan secara intensif dan juga sistematis 
selama masih Orde Baru berjalan, akibatnya berdampak 
besar dari hak kebebasan warga Negara Indonesia dan 
dampaknya juga begitu besar bagi pemikiran orang yang 


berpolitik, dan cara yang sudah lama berjalan dengan 
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intensi dan sistematis ini sudah sangat berjalan sangat 
berhasil dengan itu banyak dari orang — orang dan juga 
tokoh — tokoh warga Negara Indonesia bahkan petinggi 
agama — pun ikut serta menyatakan bahaya terhadap 
komunis serta pengikutnya yang dulunya juga pernah 
menjadi korban terror dari pernyataan bahaya laten PKI 
dan membuat iming — iming ketakutan dengan jangka 
waktu yang sangat lama. Hingga banyak saat ini dari 
kalangan — kalangan tertentu dengan melarang adanya 
pemahaman & pemikiran komunis/ marxis. Tetapi semakin 
perkembangan zaman memiliki pro dan kontra terhadap 
sejarah G30S dan banyak orang melihat dari banyak sudut 


pandang terutama dari pelanggaran hak asasi manusia 


Dari titik sudut pandang ini, kita bisa lihat bahwa 
slogan bahaya laten PKI yang sekarang masih diteruskan 
juga oleh golongan — golongan tertentu, slogan inilah yang 
merusak hak asasi manusia dalam fikiran banyak orang. 
Slogan bahaya PKI dan awas laten PKI menjadi warisan 
dari zaman orde baru, yang bertentangan rekonsilisasi 
yang sedang ditanamkan oleh Gus Dur. Bahwasanya 
slogan — slogan tersebut diciptakan dari golongan petinggi 
— petinggi militer untuk mengkokoh kekuasaan yang 
berbasis militer, maka saat ini banyak dikalangan militer 


benci dan sangat sinis terhadap yang berbau komunis. 
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3. Sedikit Renungan Tentang HAM, PKI & 
Ex Tapol 


29 Maret 2000 


Catatan : mengenai isi tulisan ini, sering sekali kita sebut 
mengenai HAM, maka dari itu sekedar kita ingat bersama, 


tulisan ini kita kaitkan dengan permasalahan HAM. 


Bagian 1 : semua mahkluk atau manusia di lahirkan di 
dunia ini secara bebas mendapatkan martabat dan juga 


hak yang sama. 


Bagian II : Tingkat harkat manusia berdiri semua diatas 
Suku Ras Agama dan Antar Golongan (SARA). 


Bagian III : semua orang berhak diperlakukan hal yang 


sama, kecuali dalam proses tingkatan hukum. 
Permasalahan Eks — Tahanan Politik dan Ham. 


Bayangkan hingga dalam — dalam, banyak kesusahan 
dalam menangani kerumitan hidup masalah bangsa 
Negara ini, dengan kesalahan besar mengenai pelanggaran 
HAM banyak pertumpahan darah hingga hilangnya 
banyak nyawa orang. Penghubungan antara kasus — 
kasus dengan artikel tersebut, deklarasi HAM PBB, maka 
kelihatan jelas nyatanya permintamaafan Gus Dur dengan 
korban pembunuhan massal tahun 1965 — 1966 adalah 
benar. Dengan perlakuannya terhadap tahanan politik 


merupakan hukuman bersama — sama atau kolektif besar 
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— besaran selama 30 tahun lebih. Kejahatan kemanusiaan 


tersebut merugikan manusia itu sendiri. 
TAP/MPRS/XXV/1966 & Soal PKI. 


Sebuah uraian pernyataan Gus Dur dalam TAP MPRS/ 
XXV/1966, dan hubungan komunisme sama demokrasi, 
banyak meributkan soal tersebut dari berbagai golongan 
memang kita harus mengambil sikap yang realistisnya. 
Betapa sangat hebatnya kampanye anti — PKI & bahaya 
laten komunis yang dilakukan pada pemimpin orde baru 
itu, dengan cara intensif dan juga sistematis. Hingga 
memberikan dampak yang sangat besar terhadap anak 
- anak yang belajar mengenai sejarah, yang dipaparkan 
oleh Orde Baru tersebut. Hingga citra komunisme sudah 
menjadi pandangan yang sangat buruk bagi masyarakat, dan 
juga memiliki stigma — stigma yang takut dengan adanya 
berbau komunis maupun PKI. Dengan cara mencuci otak 
atau doktri — nan hingga pemaksaan pengeluaran surat 


kabar maupun pembersihan lingkungan. 


Disamping itu juga banyak berbagai cara militer, 
setelah puluhan tahun lamanya, dengan cara merangkul 
atau mengambil hati para tokoh agama dengan cara 
memperoleh kekuasaan, dengan misi untuk memperkuat 
politik militer. Maka dengan itulah persekutuan antara 
bagian militer dan petinggi pemuka agama dengan tujuan 
berdalih untuk meruntuhkan PKI dengan memberikan 


pernyataan mengenai PKI adalah sebagai anti terhadpa 
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HAM adalah benteng untuk kita semua. 


HAM adalah sebagai alat memperjuangkan seluruh 
strategi yang ada di demokrasi Indonesia, dengan 
menyadarkan bahwasannya masyarakat Indonesia 
haruslah peka terhadap HAM dan harus perlu tahu 
bagaimana menghormati sesama manusia. Dengan adanya 
HAM sebagai alat untuk melawan suatu penindasan atau 
gangguan terhadap petinggi Negara. Maka dari itu HAM 
adalah sebagai benteng masyarakat Indonesia untuk 


melawan musuh — musuh dari kejahatan manusia. 


Mari kita ingatkan lagi barang kali sudah pada waktunya 
dari semua golongan yang menjunjung tingginya hak asasi 
manusia mari kita bersama — sama menegakan prinsip 
HAM yang sudah tercantum dalam sebuah deklarasi 
HAM. Dengan tujuan utama sebagai penekanan hak asasi 
manusia untuk menumbuhkan kesadaran bahwasannya 
setiap manusia memiliki wewenang kebebasannya masing 
— masing atau menjadi manusia selayaknya manusia. Dan 
tak lupa juga tetap menjalankan nilai — nilai yang ada pada 
landasan Pancasila yang ke — 2 yakni “kemanusiaan yang 
adil dan beradap” yang dimana adanya nilai kemanusiaan 
yang mencerminkan bagaimana menyikapi manusia 
seperti selayaknya manusia itu sendiri. Dari sinilah kita 
harus tau bagaimana para petinggi Negara menjadikan 


tombak kemanusiaan sebagai visi misi dan tujuan dari 
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jabatannya tersebut, dan mereka berpedoman terhadap 
nilai — nilai yang terkandung dalam kemanusiaan tersebut 


dan menjunjung tinggi deklarasi HAM internasional. 


4. Masalah Pembunuhan Besar — Besaran 
Tahun 1965 — 1966 


1 Mei 2000 
Renungan HAM dan Demokrasi Indonesia. 


Harus perlu di — ingatkan lagi sebelum membaca dari 
tulisan ini, yang pertama pembahasan ini tidak membuat 
seperti hasutan dan terjadi kemarahan, selanjutnya buku 
ini tidak menyebarkan sesuatu kebencian serta penuh 
kedendaman, yang ketiga tidak untuk membuat pembaca 
hanya melihat dari satu sudut pandang dan mengajak 
pembaca lebih menganalisis dan juga bukan untuk 
membohongi warga Negara, yang terakhir tulisan ini tidak 


untuk membahaya kan warga Negara Indonesia, dan tidak 


merugikan siapapun terkecualian bagi yang merasa 


Pembunuhan 65/66 Merupakan Luka Lama 


Peristiwa hal tragedy 65 halini merupakan pembahasan 
yang sangatlah penting mengenai hak asasi manusia 
serta rasa kemansiaan yang bagaimana dulunya banyak 
masyarakat merenggut nyawa demi akibat kekuasaan, 
lalu tidak bisa kita lupakan begitu saja melainkan lebih 
menekankan dan menganalisis apa dan bagaimana itu bisa 


terjadi di Negara Indonesia. Sebab dengan begitu kita bisa 
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berikir dengan kritis dan pikiran jernih inilah sebagaian 
jawaban yang bisa dijawab dari pertanyaan diatas, peristiwa 
yang memang sudah 30 tahun lebih yang lalu memang 
tetapi masih memberikan luka dalam atau luka hati yang 


masih berbekas. 


Karena itu sudah waktunya kita bersama — sama bernai 
ambil suara terhadap kejadian sejarah yang berdarah lebih 
tepatnya berbicara dalih pembunuhan massl di tahun 1965 
— 1966, menjadikan sebgai pelajaran penting bagi anak — 
anak selanjutnya, berbicara sejarah 1965 — 1966, harus 
dilakukan dengan tujuan sarana pendidikan dalam sejarah, 
maupun karakteristik moral hingga pendidikan etik dan 
HAM. Gambaran sejarah mengenai pembunuhan massal 
tersebut menjadikan ajaran dan pembahasan akademik 
serta tetap menjadikan sejarah sebagai peradapan bangsa, 
karena sejarah juga mencerminkan kisah — kisah setiap 


kenegaraan. 


Mengutuk Pembunuhan Besar — bessaran adalah 
HAK. 


Perlukah kita berusaha bersama — sama menciptakan 
syarat — syarat agar pembunuhan besar — besaran 
mendapatkan penyelesaian yang adil, sehingga dapat 
menciptakan keadaan yang damai dari banyak pihak. 
Adalah penting sekali bagi bangsa, bagi penulisan bangsa 
sejarah, untuk membuktikan semua pihak bahwa peristiwa 


pembunuhan besar — besaran adalah perbuatan yang 


30 


SINTAS TAP MPRS/XXV/1966 Jeratan Hukum & Perlindungan Hukum) 


emang benar — benar salah, yakni sebagai dosa besar 


hingga pelanggaran HAM. 


Mengingat itu semua, teramat semakin mendesak 
hingga sekarang, untuk menghimbau supaya pembunuhan 
korban 65/66 berani menyuarakan penderitaan mereka, 
dengan berbagai banyak cara, suara mereka sangat perlu 
sekali yang masih perlu membela kebenaran pembunuhan 
besar — besaran atau masih menutupinya, apalagi mereka 
yang masih meluruskan perbuatan anti— HAM yang selama 
ini dipakai sejak tahun 1965 — 1966 dengan keterbukaan 


agar masyarakat menjadi tau bagaimana sejarah terdahulu. 


5. Mengapa Tap MPRS/XXV/1966 tidak di 
pertahankan ? 


Sekarang sudah mnejadi makin sangat jelas, 
bahwasannya TAP MPRS/XXV/1966 tidak bakalan 
akan dicabut di sidang MPR, dan hingga saat ini masih 
tetap berlaku. Seuatu hal pekerjaan yang mengenalkan 
sangat luas prinsip deklarasi HAM yang menjadi salah 
satu pedoman PBB dan sudah disetujui oleh Negara 
Indonesia itu sendiri, ini menjadikan salah satu tugas 
kita yang amat mendesak bagi warga Negara Indonesia 
mengenai penghayatan permasalahan yang ada pada hak 
asasi manusia yang menyeluruh maupun universal. Yakni 
sebuah salah satu di antara berbagai banyak kunci — kunci 
penting untuk mengatasi berbagai yang sudah ditunggangi 


oleh bangsa Indonesia itu sendiri. Dengan itu banyak 
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problematika yang sedang berlanda di Negara Indonesia, 
dan berbagai banyak mengenai masalah mengenai tuntunan 
hak asasi manusia hingga membuat masyarakat menjadi 
keterbatasan dalam berdemokrasi hingga keluarnya 
aturan TAP MPRS/XXV/1966 mengenai pelarangan 
berideologi. 


Tap MPRS 25/1966 Adalah Produk Perang Dingin 


Rezim militer orde baru yang telah menghancurkan 
Partai Komunis Indonesia (PKI), mula — mula dengan 
penahanan pemenjaraan ratusan orang yang bersimpati 
dengan PKI, kemudian berfrekuensi dalam bentuk 
berkepanjangan, dengan langsung dikeluarkan 'Tap mprs 
25/1966, yang telah melarang berdiriknya PKI serta 


menyebarkan ajaran komunisme/marxisme/leninisme. 


Tap Mprs 25/1966 ini masih tetap ditahan oleh 
berbagai pihak fraksi partai politik maupun politisi MPR/ 
DPR, dengan dalih yang menyatakan bahwa orang — orang 
yang ingin mempertahankannya adalah orang — orang atau 
golongan yang belum bisa pola pikir zaman orde baru, 
mereka tidak menyadari dengan jelas ketika perang dingin 
sedang berkecampuk secara lagi hebat — hebatnya ketika 
bertentangan dengan sebagain pimpinan TNI — AD, 
dengan Bung Karno dan PKI, ketika kekuatan pro barat 
(mau dalam kekuatan militer maupun masyarakat sipil) 


berhasil melakukan memukul kekuatan presiden Sukarno 
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mereka yang ingin menetapkan MPRS 25/1966 tidak 
menyadari bahwasannya salah satu alat untuk menjatuhkan 
masyarakat yang pro terhadap Sukarno, dan sementara 
juga Sukarno yang sedang memimpin Indonesia politik 


kekuasaanya dimusuhi oleh pihak Negara — Negara Barat. 


Mereka masih tetap ingin mempertahankan TAP 
MPRS 25/1966, harus diingatkan bahwasannya peran 
pengaruh perang dingin itu sangat besar, dalam permainan 
politik militer di Indonesia. Maka bermainlah berbagai 
macam kekuatan asing untuk mencari sekutu mereka 
masing — masing yang ada di Indonesia, untuk singkatnya 
: Negara barat mencari sekutu yang anti terhadap PKI 
untuk tujuan melemahkan Sukarno. Maka adanya peran 


CIA dan dinas rahasia Inggris yang berskala tidaklah kecil. 


Jadi secara ringkas: Negara — Negara Barat 
berkepentingan untuk menggulingka Sukarno, utnuk bisa 
menggulingkan dengan tuntuas maka hancurkan PKI 
terlebih dahulu dan strategi selanjutnya membuat aturan 
yang berkepanjangan yakni TAP MPRS/XXV/1966, dan 
hasilnya cukup besar hingga kini menjadi strategi yang 
sangatlah berhasil. 


Pembahasan ini berlanjut dan juga mengkritisi di 
halaman 9 — 17, mengenai TAP/MPRS/XXV/1966. 


TAP/MPRS/XXV/1966. Yang Bertentangan 
Dengan HAM. 


33 


SINTAS TAP MPRS/XXV//1966 (Jeratan Hukum & Perlindungan Hukum) 


Isi kandungan itu yang melarang eksistensinya 
PKI dan pelarangan menyebarluaskan ajaran aliran 
dari komunisme/marxisme/leninisme, adalah salah 
satu senjata bagi pimpinan rezim orde baru, untuk 
menghancurkan PKI dan lewat kehanuran PKI untuk 
kemudian mebubarkan seluruh kekuatan — kekuatan yang 
pro terhadap Sukarno. Rezim orde baru yang berdalih 
menyatakan pelanggaran parah terhadap demokrasi di 
Indonesia. Bahan pembahasan TAP MPRS 25/1966 
berikut akan dipaparkan : 


- Apapun dalih yang ingin mempertahankan Tap 
mprs 25/1966, perlulah diyakini bahwa aturan 
tersebut telah bertentangan dengan prinsip — prin- 
sip dekralasi universal HAM yang sudah menjadi 
pedoman PBB yang telah ditandatangai Indone- 


sia. (lebih jelasnya, harap baca deklarasi universal 
HAM). 


- TAP MPRS 25 1966, sebagai prinsip GBHN, ini 
sesuatu yang melanggar HAM, telah nyata — nya- 
ta tercantum dalam haluan Negara sebagai kon- 
sekuensinya TAP MPRS ini sebagai aib bangsa, 
sebab bansgsa kita dibiarkan untuk membimbing 
hal yang salah dan nyatanya telah mendatangkan 


kesengsaraan rakyat. 


- Mempertahankan TAP MPRS/25/1966 berarti 


meneruskan atau melanggar kesalahan pada zaman 
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orde baru, masalah yang merupakan sumber per- 
pecahan, permusuhan, yang tidak menguntungkan 


bangsa Indonesia. 


- Mempertahankan TAP MPRS/25/1966 telah 
mengingkari sebuah demokrasi yang sungguh, 
karena demokrasi mengandung makna toleransi 


terahdap perbedaan. 


- Mempertahankan TAP MPRS/25/1966 telah me- 
langgengkan pengucilan terhadap suatu golongan 
dalam masyarakat yang diperlakukan secara tidak 
adil dalam 32 tahun. 


Kesimpulan yang bisa kita ambil semua diatas 
bahwa: mempertahankan TAP MPRS/25/1966 adalah 
manifestasi dari ketidak pahaman atau ketidak pedulian 
terhadap Deklarasi Uniersal HAM dan meluruskan atau 
meneruskan kesalahan — kesalahan orde baru yang sumber 
utamanya adalah pelanggaran HAM, jadi meneruskan 
TAP MPRS/25/1966 yakni menjerumuskan bangsa kita 
ke suasana kebencian. Dan inilah yang harus kita tentang 
habis — habisan mengenai kepentingan bangsa yang dapat 


merusak citra sejarah Indonesia. 


Perjuangan masyarakat yang ingin mencabut, TAP 
MPRS/25/1966. Bukan hanya untuk kepentingan 
dari segolongan masyrakat Indonesia saja, melainkan 


untuk menegakan dan menunjung tinggi hak asasi 
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manusia HAM, karna HAM adalah sebagai pelindung 
masyarakat bangsa Indonesia. Karena Hak Asasi 
Manusia adalah sebagai senjatanya masyarakat 
Indonesia dalam melakukan menindak adili perbuatan 
yang menindas dan melecehkan masyarakat, ataupun 
lebih tepatnya untuk melawan kekejian sistem 


pemerintahan. 


6. Sejarah Orde Baru Yang Harus Kita 
Bongkar 


8 Oktober 2000 


Akhir — akhir menjelang tanggal 30 September dan 1 
Oktober, banyak dari media cetak maupun media online 
ataupun artikel dan tulisan lainnya mengungkit kembalinya 
sejarah G 30 S. oleh karena banyaknya artikel tulisan 
mengenai G30S tersebut, menjadikan sebuah pembahasan 
ajaran bagaimana perkembanan gambaran sejarah yang 
duhulu dan menjadi cerita sejarah yang sekarang, Dan 
yang perlu kita ingatkan bahwasanya selama 32 tahun 
banyak sejarah 65 yang ditutupi ataupun dipelintir bahkan 
dibengkokkan, dalam jangka yang begitu lama, hanya 
sejarah Orde Baru lah yang disajikan seacara paksa, atau 
disiarkan disaluran TV menjadikan bahan film wajib di 
tanggal 30 September, yakni film tentang Peringatan Hari 
Kesaktian Pancasila (Lubang Buaya) dengan sejarah yang 


beraliran satu arah saja dan berdampak negatifnya sangat 
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besar. Sejarah yang digambarkan dijadikan sebagai alat 
kekuasaan pertahanan politik. 


Menyikapi Peristiwa 65 Adalah Tugas Nasional 


Usaha menyikapi peristiwa sejarah 65 adalah sebagai 
tugas kita bersama, peristiwa tersebut adalah sejarah yang 
sangat besar sekali bagi perjalanan bangsa Indonesia. 
Mengingat dampak besarnya peristiwa 65 yang perlu kita 
sambut secara positif dengan menelaah dan mengkaji serta 
mencari isi kebenaran sebuah peristiwa 65 tersebut yang 
bagaimana gambaran sejarah tersebut memiliki peristiwa 


65 yang penuh dengan pro dan kontra. 


Sekarang ini yang mau merenungkan dalam — dalam, 
tidaklah menginkari bahwasannya zaman Orde Baru telah 
melakukan tindakan pelarangan hak asasi manusia dalam 
berideologi, dengan kekuasaan pemimpinannya dikuasai 
oleh petinggi militer, hingga memberikan sejarah yang 
kelam terhadap masyarakatnya, rezim yang diktaktorian 
membuat masyarakat tidaklah bebas dalam hal demokrasi 
yang membuat demokrasi itu rusak hingga tidak 
menjadi efektif, yang menjadi sasaran kekerasan dalam 
kediktatorannya rezim Orde Baru yakni masyrakat yang 


tergolong dalam golongan kiri. 
Kebenaran Adalah Kemenangan Kita bersama 
Kegiatan — kegiatan dalam membahas tentang masalah 


sejarah peristiwa pada tahun 1965 — 1966 dan juga sejarah 
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orde baru pada kepemimpinan yang tergologong ke ranah 
militerianisme yang dimana adanya peran militer dalam 
ranah pemerintahan dan memasuki bagian sipil, bisa 
dikatakan dwi fungsi abri. Sejerah yang belum banyak 
orang mengetahui membuat orang sekarang menjadi 
beranggapan memiliki satu sudut pandan terhadap sejarah 
peristiwa 1965 yang banyak menjatuhkan jutaan masyarakat 
dalam demi kepentingan kekuasaan, hal ini menjadi ada 


menjadi pro dan kontra terhadap sejaarah terssebut. 


Hingga ada menyatakan kebohongan sejarah dengan 
hal pembenaran dengan mengkaji sebuah sejarah dalam 
melihat beberapa sudut pandang yang berbeda menjadikan 
referensi menjadi banyak, hingga pada akhirnya hakikat, 
sebuah kebenaran adalah kemenangan masyarakat 
bersama, tidak peduli kemenangan adalah dari suku 


ataupun golongan manapun, dengan tujuan kebenara. 
7. Bung Karno Sebagai Pemersatu Bangsa 
23 Maret 2001 


Bung Karno yang dikenal penyambung lidah 
rakyat adalah seorang yang menjadi mengharumkan 
nama bangsa Indonesia dikalangan rakyat, Asia, Afrika, 
Amerika Latin, pemimpin yang membawa serta membikin 
bahagia msyarakat Indonesia itu sendiri, jelaslahh 
terbukti bahwasannya Sukarno telah pernah menjadi 
inspirasi menjadi contoh bagi bangsa lain dengan berhasil 


menjatuhkan imperialisme dan kolonialisme, dengan 
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dbantu masyarakat Indonesia itu sendiri yang sama — sama 
berjuang penuh demi bangsa Indonesia. Sekarang kita 
ketahui bahwasannya persatuan bangsa ini telah dicabik — 
cabik oleh berbagai rasa permusuhan antar—golongan serta 
etnis maupun agama dan tentang bahasanya separatism, 
sudah sejak puluhan tahun negeri kita terancam terpuruk 
ddalam penjajahan dalam bidang ekonomi, sumber 
daya alam, maupun sumber daya manusia itu sendiri, 
mengingat itu bahwa sadarilah kita semua mengenang 
dan mempelajari gagasan — gagasan Sukarno yang anti 


terhaddap imperialisme dan kolonialisme. 
Kita Harus Berani Berbcara Dengan Bung Karno 


Menngingat pentingnya kedudukan Bung Karno 
dalam sebuah sejarah bangsa Indonesia, Bung Karno 
telah menyumbangkan pendidikan politik bagi bangsa 
Indonesia, terutama pada generasi muda kita sekarang, 
bahkan pendidikan politik Bung Karno sudah menjadi 
bahan contoh terhadap kepemimpinan politik generasi 


berikutnya. 


Dibawah kepemimpinan Bung Karno, rakyat 
Indonesia pernah secara gemilang dipersatukan dan 
diperjuangkan dan juga mendirikan Negara Indonesia 
sampai akhir periode kepemimpinan di tahun 1966, 
dibawah kepemimpinan yang besar dan kelihatan sebagai 
kebhinekaan tunggal ika, betapa dalam penghayatan dalam 


persatuan bangsa hingga jiwa Nasionalisme telah ada 
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dijwa bangsa Indonesia, Pancasila tersebut betul — betul 
menjadi sebuah pedoman bagi bangsa Indonesia. Dan 
dimana semua golongan masyarakat Indonesia berjuang 
mati — matian dimana semua ideologi bersatu satu tujuan 
misa untuk memberhentikan sebuah penindasan dari 


imperialisme dan kolonialisme. 
Bung Karno Di Cintai Rakyat 


Sejarah memang menyatakan bahwasannya mayoritas 
bangsa Indonesia telah mencintai dan merasa bangga 
terhadap Sukarno waktu masih hidup maupun sudah 
wafat (21 Juni 1970) masyarakat telah memberikan sebuah 


penghargaan sebagai pahlawan besar Indonesia. 


Namun, sebagai sebuah kenyataannya menunjukkan 
bahwa masyarakat Indonesia kecintaannya terhadap 
Sukarno tidak gampang dihasut dan hilang begitu saja, 
Sukarno tetap menjadikan sebagai pembahasan dalam 
sebuah contoh pembelajaran, telah puluhan tahun makam 
Bung Karno telah banyak dikunjungi oleh masyaralat, 
yang mengunjunginya dari banyak berbagai suku, agama, 
ras, dan antar golongan, Dan bekas perjuangan Sukarno 
menjadi contoh tauladan dalam pembelajaran dalam 
segi kepemimpinan dan dimana banyak pidato — pidato 
Sukarno hingga pemikirannya serta foto — fotonya menjadi 


pajangan masyarakat di dinding rumah maupun bangunan. 
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8. Belajarlah Dari Pandangan Bung Karno 
Tentang Marxisme 


06 Mei 2001 


Sudah banyak beberapa kasus mengenai penyitaan 
buku yang beraliran kiri dan terutama buku yang 
mengandung ajaran pemahaman Marxisme dan juga 
berbaau tentang PKI, sudah banyak buku — buu yang disita 
dihilangkan dari hak — hak penjualan, dengan program 
dari sebuah orang — orang yang anti terhadap komunis dan 
juga gerakan pemuda Islam, mereka akan menyerbu dan 
menyita toko — toko buku yang ada buku dengan aliran 


pemahaman Marxisme ataupun Komunisme. 
Penghinaan Tehadap Hari Kebangkitan Nasional 


Ancaman dari orang yang anti komunis dan GPI 
untuk menyerbu dan membakar buku — buku aliran kiri, 
itu menjadi bahan renungan bagi kita semua bahwa hari 
kebangkitan Nasional adalah hari yang dimana masyarakat 
Indonesia bersatu dalam semua komponen dari suku, 
agama, ras maupun antar golongan, hari yang mulia bagi 
bangsa Indnesia, kalau kita lihat kesejarah yang lalu, sebuah 
kebangkitan nasional adalah suatu rentanan yang ssangat 
panjang, yang dimulainya perjuangan pimpinan Budi 
Utomo dalam tahun 1908, dan banyak pengikut setia dan 


memperjuangkan suatu bangsanya, dan juga diteruskan 
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dari kepemimpinan Haji Samanhudi sebaga pimpinan SDI 
Sarekat Dadang Isam pada tahun 1911, dan dilanjutkan 
kepemimpinan Sarekat Islam pada tahun 1912 oleh H.O.S 
Tjokroaminoto. Kepada pimpinan Sarekat Islam Merah di 
Semarang dipimpin oleh Semaun, Alimin dan Darsono. 
Dan juga pimpinan Sarekat Islam Putih yang dipimpin oleh 
H, Agus Salim, hingga lahirnya gerakan Muhammadiyah 
pada tahun 1912 di Yogyakarta dipimpin oleh Ahmad 
Dahlan. 


Kalau kita lihat dari pengalaman bangsa Orde Baru, 
nyata sekali bahwa PKI adalah jahat penyebaran racun 
bangsa Indonesia. Bahwa juga banyak dari anggota PKI 
itu sendiri yang beragama Islam seperti Semaun, Alimin 
hingga pun Haji Merah yakni Haji Misbach, haruslah 
menjadi pembahasan kenapa kejadian pembantaian PKI 


kejadian yang menyedihkan dibarkan saja. 
Belajar Dari Sejarah Bung Karno 


Maka ada baiknya kita melihat sudut pengalaman 
sejarah pandangnya politik dari Bung Karno, sebab 
bangsa kita harusah tau terus menerus tokoh nasionalis 
Bung Karno sendiri adalah berorientasi ke kiri telah 
memimpin perjuangan bangsa Indonesia dengan gagasan 
yang sangat besar, mempersatukan semua golongan 
bangsa Indonesia, atas dasar golongan nasionalis, agama 
dan komunis (Marxis). Dan beliau memperkenalkan 


sebuah konsep pemahaman ideologi yakni Marhaenisme 
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yang merupakan subuah ekspresi : Ketuhnan yang Maha 
Esa, Socio — Nasionalis dan Socio Demokratis. landasan 
dibangun dengan 3 pilar dasarnya nasionalis, demokratis, 


regilius (keagamaan). 


Dalam berbgai hal, Bung Karno telah menyatakan 
bahwasannya Marhaenisme adalah Marxisme yang 
diterapkan di Indonesia. Dan dinyatakan juga berkali kali 
ai adalah seorang sosialis, seorang kiri Indonesia, seorang 
muslim yang menggunakan materialisme historis dalam 


memandang sebuah sejarah. 


Dalam tulisannya — “Nasionalisme, — Islamisme, 
Marxisme” yakni nyawa Indnesia memiliki 3 sifat jiwa, 
dinyatakan disitu, Partai Budi Utomo, National Indsche 
Partij, Partai Serekat Islam, Partai Komunis Indonesia 
dan masih banyak lainnya, masing — masing memiliki roh 
nasionalisme, roh Islamisme dan roh marxisme, impiannya 
adalah mempersatukan 3 pilar paham tersebut menjadi satu 
tujuan yakni untuk melawan merevolusi Negara Indonesia 


yang menginginkan sebuah kemerdekaan. 
TAP MPRS/XXV/1966. Menghanurkan Bung Karno 


Hal— hal berikut dibawah ini kita menjadi pembahasan 


bersama — sama: 


- Pimpinan TNI — AD mengetahui bahwasannya 
PKI adalah pendukung yang besar, terhadap poli- 
tik bung Karno baik masalah — masalah yang ada 
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di dalam negeri maupun di luar negeri, sesuai Da- 
lam perkembangan nasional maupun internasion- 
al, dukungan PKI terhadap Bung Karno semakin 
membesar. Para pakar sejarah atau pengamat poli- 
tik yang cerdas, tentunya ingat bahwa Bung Karno, 
sebagai nasionalis kiri, dan revolusioner memang 
sejak muda menjadi musuh incaran orang — orang 
imperialisme dan kolonialisme. Terutama Amerika 


Serikat dan Inggris. 


- Bung Karno secara terang terangan menyatakan 
dirinya sebagai seorang muslim yang menggu- 
nakan cara pikir Marxis dan Marhaenisme sebagai 
penerapan Mraxisme konkrit di Indonesia dan 
Bung Karno juga menetuskan NASAKOM. Oleh 
karenannya TAP MPRS 25 1966, berfungsi un- 
tuk menghancurkan pemahaman Sukarno, mela- 
rang Marxisme secara tak langsung ajaran — ajaran 


Soekarno pun menjadi larangan di Indonesia. 


Sebagai akibat dihancurkannya kekuatan PKI dengan 
cara — cara yang luar biasa ganasnya, Orde Baru telah 
mudah melumpuhkan pendukung Sukarno terutama 
masyarakat penganut Marhaenisme dan juga gagasan 
Bung Karno dalam jangka waktu yang begitu lama yakni 
NASAKOM, nasionalis, agama dan komunis, dan ini dapat 


merusak persatuan Indonesia. 
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9. Pesannya Bung Karno Kepada PKI: Yo 
Sanak Yo Kadang 


16 Mei 2001 


Peristiwa Sukarno dan juga peristiwa PKI dan tetapi 
permasalahan yang kita harus renungkan bahkan kita kaji 
hingga di diskusikan, karna peristiwa G30S/PKI dalam 
tahun 1965, masih sangat banyak hal kisah yang gelap 
maupun digelapkan. Baik dengan perihal yang berkaitan 
dengan presiden Sukarno maupun PKI. Sudah beranjak 
ke puluhan tahun sejarah ini secara sepihak dan menjadi 
bulan — bulanan sebagai versinya sejarah Orde Baru itu 
sendiri. Makanya dari itu sejarah tersebut memiliki 2 


pilihan yakni pro dan kontra. 


Begitu sangat hebatnya Orde Baru yang sistemnya 
dilakukan dengan bertahun — tahun lamanya secara intensif 
maupun permanen, dan juga menyeluruh sehingga PKI 
menjadikan sebuah citra yang sangat buruk di hadapan 
masyarakat dan juga serba negative dibenak masyarakat, 
yang menjadi pertanyaan bukankah presiden Sukarno 
digulingkan dan PKI ditindas?. 


Kekuatan Anti — Imperialisme & Anti — Kolonialisme 


Membacasejarah PKI yang dilahirkan pada tahun 1921 
hingga menjadi partai terlarang di Indonesia tahun 1966, 
dan nyatanya juga ikut serta menghadapi pemerintahan 


imperialisme Belanda dan fasisme Jepang. PKI menjadi 
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kekuatan yang memiliki konsekwen, karena tujuannya 
menghabisi kaum — kaum yang telah menjajah Indonesia 
atau melawan gerakan revolusioner maka dari itu anggota 


PKI juga banyak gugur pada masa penjajahan. 


Pada waktu itu ditetapkannya manifesto politik, 
sebagai haluan Negara oleh MPRS (1959), PKI salah 
satunya pendukung utama, seperti halnya peristiwa 
perjuangan “Ganyang Malaysia” juga ada ikut perjuangan 
merebutkan Irian Barat, maka singkatnya sejarah PKI juga 
memiliki sejarah yang panjang terhadap imperialisme & 


kolonialisme. 


Peristiwa ini selingi pada sejarah peristiwa yang 
dinamakan kudeta Madiun atau pemberontakan Madiun, 
yang asal dan usulnya masih memiliki persoalan di berbagai 
pihak. 


Berbagai beberapa dokumen dan juga analisa dari 
barat sendiri, bahwasannya Sukarno menjadi incaran 
maupun sasaran. Dengan singkatnya perjalanan semakin 
lama semasa periode bahwasannya kepemimpinan dengan 
sistem politik Sukarno itu sendiri politik revolusionernya 
Bung Karno yakni mendapat dukungan yang sangat lama 
oleh PKI yang memang merupakan salah satu tujuan 


untuk menumpaskan imperialisme. 


Memperjuangkan melawan merebut Irian Barat 
dan juga projek politiknya Inggris “Malaysia” dan juga 


ditambah perang Indo — Cina selanjutnya kemudian 
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Pyongyang — Hanoi — Phomphen yang dibentuk oleh 
poros Jakarta, yang membuat politik garis bahayanya 
Sukarno. Yang makin banyak dimusuhi oleh pihak barat, 
yang makin membutuhkan sebuuah perihal sebagai 
dukungan yang sangat besar dari politiknya tersebut 
diantara lain pendukung politik Bung Karno yakni Partai 
Komunis Indonesia PKI yang salah satunya memang 
sudah aktif dalam besar — besaran anti — imperialisme 


dalam penjajahan Indonesia. 
PKI Adalah Yo Sanak Yo Kadang 


Beberapa dari semua hal tersebut bahwasannya 
kita ambil kesimpulannya Bung Karno sebagai sesosok 
pemimpin besar bangsa Indonesia sekaligus pemimpin 
besar revolusioner yang melirik PKi menjadi bagian 
dari Bung Karno karena PKI juga ikut serta menumpas 
penjajahan dari gagasan — gagasan awal Partai Komunis 
Indonesia yang tergolong mayoritas dari anggotanya 
Tani dan Buruh dan tujuannya juga melawan penjajahan 


Belanda dan Jepang. 


Untuk bisa bersama — sama menghayati pemikiran 
— pemikiran maka kita perlulah mendengarkan dan juga 
membaca pidatonya Bung Karno direspsi kongres yang 
ke — 6 PKI yang berjudulkan “yo sanak yo kadang” malah 
yen mati aku sing kelangan (ya saudara, ya keluarga, kalau 


mati saya ikut kehilangan). 
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PKI & Bung Karno (Api Revolusi) 


Pidatonya Bung Karno yang dibikin dalam Bintang 
Merah di tahun 1959 yang telah banyak mengungkap 
berbagai banyak hal yang menarik, dalam penejalsan 
pribadinya sendiri yang menjadi landasan 3 sifat yang 
dimiliki Bung Karno tersebut seperti memegang teguh 
dalam jiwanya yakni sosialis nasionalis dan agamis, dan 
juga mengenai tentang materialism historis dan tentang 
sosialisme. Mengenai masyarakat adil dan makmur dan 


keadaan keagamaan di Negara Indonesia. 


Karena itulah, maka sebagai sejarah yang beradapan 
akan membuktikan pembahasan yang sangat ilmiah, 
bahwasannya bangsa Indonesia telah mencatat 
bahwasannya kehancuran revolusioner Bung Karno dan 
PKI bukan suatu kemenangan dalam bangsa Indonesia, 
melainkan kesalahan dalam melawan bangsanya sendiri. 
Mengenai sejarah yang mencatatkan bahwa tersingkirnya 
Sukarno dan dimusnakannya PKI maka antara lain 
perjuangan masyarakat Indonesia menuju makmur 
dan sejahtera, sejarah juga bisa mengambarkan siklus 
perubahan zaman yang telah membuktikan bahwasannya 
sejarah menjadi pembelajaran bagi setiap Negara khususnya 


masyarakat bangsa Indonesia. 
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10. Peristiwa 1965 Pelanggaran Berat Hak 
Asasi Manusia 


1 Juli 2003 

Zaman Orde Baru Menyimpan Sentimen Anti — 
Komunis 

Bersama — sama melirik ataupun mendengar 


kajian pembahasan tragedy 30 tahun yang lalu rezim 
kepemimpinan yang telah banyak menyiksa dan 
membantai banya ratusan orang Indonesia itu sendiri, 
mereka yang terdiri dari simpatisipan politik Sukarno dan 
juga simpatisipan PKI yang bermacam — macam suku 
ras dan agama sebuah kampannye rezim Orde Baru yang 
melontarkan sebuah kalimat anti — komunis yang telah 


disistematiskan berpuluh tahun yang lalu. 


Perihal meningkatkan kampanye ini sehingga 
dampaknya sangat besar dikalangan masyarakat yang 
terutama khususnya umat Islam dan juga para militer 
kepemimpinan Orde Baru telah menyemaikan sentiment 
anti — komunis terhadap pemuka agama dengan tujuan 
agar mempertahankan kekuasaan Orde Baru tersebut 
dan menyatakan bahwasannya PKI itu sendiri sebagai 
kelompok anti terhadap agama ataupun beranggapan 
sebagai atheism. Maka sasaran yang dituju oleh Orde Baru 
tersebut adalah umat Islam yang memiliki potensi yang 


kuat dan juga berpengaruh yang besar terhadap Indonesia. 
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Apa G30S Karena Kebodohan PKI & Sukarno ? 


Mengenai peristiwa sejarah 1965, bahwasannya 
bukan hanya NU yang memiliki versi tersendiri tetapi 
juga banyak dikalangan masyarakat lainnya. Selama ini 
juga banyak tulisan — tulisan yang membahas peristiwa 
65 tersebut, mau dalam penelitian nasional maupun 
penelitian internasional. Bahkan hingga saat ini masih 
banyak golongan yang berbeda pendapat mengenai sejarah 
peristiwa 1965 tersebut dalam arti kata masih menjadi pro 
dan kontra. Sudah banyak pula pembahasan mengenai 
informasi ataupun sumber data yang diberikan, disamping 
itu banyak tulisan maupun buku — buku mengenai pristiwa 
pembantaian 1965 dan juga rezim Orde Baru dan juga 
banyak masyarakat sudah bisa mengakses tersebut lewat 


teknologi dan informasinya. 


Walaupun sudah banyak penyebaran buku — buku 
terkait tentang Sukarno, G30S/PKI, GESTOK, dan orde 
baru. Bangsa Indonesia harus tetap mengkaji dalam sejarah 
yang sudah berlalu, agar guna memberikan gambaran 
mengenai pembangunan masyarakat yang jauh lebih baik 
dari sebelumnya. Untuk pengembangan pembahasan 
sejarah melalui berbagai macam cara seperti tulisan — 
tulisan media maupun buku dan juga artikel penelitian 
diperlukan juga bimbingan terhadap pendidikan politik 
kemanusiaan terhadap anak — anak muda agar terhindar 


dari pertumpahan darah dalam politik. 
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Mengenai peristiwa dasar dalam sejarah 1965 yakni 
yang perlu dibahas dan kita jadikan ini sebagai sumber 


perumusan masalah yakni antara lain : 


1. Bagaimana Peran Suharto dalam Peristiwa G30S/ 
PKI? 


2. Bagaimana sistem penggantian rezim orde lama ke 


orde batu ? 
3. Apa itu sejarah G30S/PKI ? 


Karena pembahasan diatas menjadi pembahasan 


bersama. 
Yang Mendukung Kekuasaan Politik Suharto 


Memungkinkan sebuah pembahasan sebagian besar 
persoalan maupun pertanyaan ataupun tidak mendapatkan 
penjelasan sekalipun dan akhirnya menjadi sebuah hal 


yang misteri. 


Meskipun banyak hal yang tentang G 30 S yang 
diajukan berbagai pihak masih bisa banyak diperdebatkan 
kebenarannya, satu hal yang sudah jelas bagi makin 
banyak orang bahwa banyak orang bertumpahan darah 
pada peristiwa 1965 — 1966 dan juga pelarangan sebuah 


ideology atau kebatasan ideology di zaman Orde Lama. 


Berbagai pelanggaran hak asasi manusia ataupun 
penindasan dan juga kejahatan kemanusiaan dan sebagian 


orang sudah mengetahui hal tersebut, banyak dari 
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penelitian membuka hal mengenai peristiwa 1965 — 1966 
tersebut setelah runtuhnya rezim Orde Baru dan banyak 
juga dari buku — buku maupun opini ilmiah masyarakat 
terkait peristiwa 1965 — 1966 dan juga pembahasan 
mengenai G30S sudah hampir bebas dibahas dikalangan 
public. 


11. Jangan Lupakan Tragedi Kemanusiaan 
Tahun 1965 — 1966. 


6 September 2003. 


Sudah banyak fakta dan juga pihak — pihak yang 
melumpuhkan dan juga bertanggung jawab dalam 
peristiwa mengenai traedi 1965 tersebut, yang membuat 
keprihatinan masyarakat bangsa Indonesia pasti juga 
masyarakat ada yang mulai berfikir : apakah masih bisa 
menegakkan hukum hak asasi manusia yang sangat besar 


keadilannya di Negara ini ?. 


Sangat butuh kita puji dari Nurcholis Madjij dalam 
peristiwa masalah kasus terorirsme di Kuta yang memakan 
200 — an jiwa orang. Yang dia nyatakan atau mengungkap 
ssebuah pernyataan kata — kata apa lagi yang kita harus 
ucapkan berkenaan dengan tragedi kemanusiaan perihal 
pembunuhan banyak jiwa di Kuta tanpa adanya alasan. 
Selain dari kutukan dan laknat. Sebuah yang namanya 
kejahatan yang merupakan pelanggaran terhadap 
manusia dan juga paham dari ajaran agama — pun juga 


melarang perbuatan tersebut. Kejahatan yang terbesar 
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yakni menghilangkan nyawa seseorang dan apalagi sudah 
menyangkut banyak ratusan nyawa orang dengan kejahatan 
tersebut yang menyangkut kejahatan kemanusiaan Crime 
Againts Humanity sesuatu pelanggaran HAM yang sudah 


universal. 


Maka sanagatlah sungguh disayangkan mengapa 
seorang cendikiawan Majdij tersebut kurang perhatian 
terhadap tragedi peristiwa 30 tahunan yang lalu, yaitu 
sudah termasuk golongan kejahatan manusia terbesar di 
dunia pembantaian dan pembunuhan ratusan manusia 
dari yang bersalah hingga tak bersalah sekalupun, dan 
penahanan tanpa adanya proses jalur hukum. Pencabutan 
passport yang dimana seorang telah belajar di luar 
negeri yang belajar mengenai sosialis dan demokratis, 
pendeskriminalisasi ratusan manusia karena keluarganya 
yang dituduh berkaitan dengan tragedi 1965. Yang bisa 
diharapkan setiap orang harus memperdulikan hak asasi 
yang ada pada manusia dan tidak akan terulang kembalinya 
sejarah kejahatan kemanusiaan tersebut. Sejarah yang 


dapat memberikan integritas bangsa itu sendiri. 


Semua kasus pelanggaran HAM yang besar seharusnya 
menjadi pusat titik utama untuk diselesaikan secara 
tuntas. Adalah suatu tindakan diskriminalisasi keadilan 
besar. Tanpa penuntasan masalah tragedi HAM tahun 
1965 bearti membiarkan bangsa ini tetap menjadi sebuah 
bangsa yang saling mencurigakan satu sama lain dan saling 


merahasiakan tidak adanya keterbukaan antar sesama, 
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akan bisa mengakibatkan perpecahan antar golongan. 
Maka dari itu akan terganggungnya menjadi Negara arah 


demokrasi ke yang berkeadilan dan kemakmuran. 


Terutama dari tokoh — tokoh besar Indonesia lebih 
kembali mengkaji terkait tragedi 1965 diatas dan melapori 
mencari sebuah jalan pernomalisasian situasi yang puluhan 
tahun sudah abnormal oleh rezim fasis orde baru. Dengan 
itu sebuah kejadian tragedi kejahatan manusia 1965 — 1966 
para tokoh — tokoh besar di Indonesia haruslah berani 
membuka bahasan kajian terhadap pelanggaran Hak asasi 
manusia tersebut, mereka harus membuktikan yang benar 


dalah benar yang salah adalah salah. 


12. Soal Gerakan 30 September, Bung Karno 
& Suharto 


26 September 2003 


Tak lama lagi akan kedatangan tanggal 30 September 
bagi banya orang dan masa lalu, tanggal ini dan juga hari 
— hari berikutnya merupakan hari yang penuh dengan 
kesedihan maupun kepedihan. Penderitaan masyarakat 
terhadap tragedi 1965 hingga saat ini masih dirasakan. 
Lebih dari 30 — an tahunan orde baru berkuasa yang 
membatasi gerak — gerik orang — orang kiri di Indonesia 
bahkan hak — nya diberikan sebatas hanya untuk sekedar 
hidup saja. Gambaran sejarah yang memberikan serentetan 
penggantian Sukarno dan juga pembantaian orang — 


orang komunis PKI yang dilakukan besar — besaran tahun 


54 


SINTAS TAP MPRS/XXV/1966 Jeratan Hukum & Perlindungan Hukum) 


1965. Selama ini sangat banyak tulisan dari opini — opini 
terkait peristiwa 1965. Akan tetapi perjalanan hari yang 
cukup panjang sejarah dapat diputar balikan faktanya 
oleh penguasa — penguasa yang memegang kekuasaan dan 
berbagai banyak sumber sejarah yang sedang beredar saat 


11. 


Menghabisi PKI Dengan untuk Menggulingkan Bung 


Karno 


Dengan waktu sangat begitu lama lebih dari 30 — 
an tahun lebih, bahwasannya para petinggi — petinggi 
rezim orde baru sebuah hal opini untuk public dengan 
permasalahan Gerakan 30 September yakni adalah 
terutama yang berkaitan dengan PKI. Nama yang sudah 
tidak asing lagi didengar yakni G30S/ PKI dan GESTAPU, 
dengan berbagai kesempatan pemimpin — pemimpin 
angkatan darat dan pendukung orde baru lainnya menuduh 
Bung Karno telah terlibat dalam peristtwa Gerakan 30 
September PKI yang bersimpati kepada PKI, oleh karena 
itu dikemukakan bahwasannya PKI adalah dalang utama 
Gerakan 30 September 1965 yang saat ini masih menjadi 
sebuah misteri yang belum terjawab secara tuntas misalkan 
: sejauh ini sampai dimana kebenaran berita bahwa dewan 
jendral mau mengkudeta?, apa saja peran Bung Karno 
dalam menghadapi G30S dan sesudahnya?, sampai 
dimanakah CIA bersangkut dalam kasus G30S tersebut?, 


dan itu masih menjadi hal yang perlu dikaji. 
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Maksud Tersingkirnya Bung Karno & Hanurnya PKI 


Sedikit demi sedikit sebagian kecil sebuah pernyataan 
— pernyataan tersebut sudah mulai diketahui, tetapi masih 
banyak dan masih belum jelas mengenai sejarah peristiwa 
G30S PKI dengan perkarannya, tetapi juga banyak buku — 
buku dan juga penelitian menjelaskan bahwasannya rezim 
orde baru menjadikan masalah ini untuk menghancurkan 
PKI dan melalui kehancuran PKI lalu menggulingkan 
Sukarno, maka dari ini kehancuran PKI dan lengsernya 


Sukarno menjadi keuntungan kaum Imperialisme Barat. 


Kepemimpinan rezim orde baru yang dapat 
dukungan oleh angkatan darat dan partai golkar sebagai 
tulang punggung untuk menumpas PKI, dengan tujuan 
utamanya yakni menggulinngkan orde lama. Maka Suharto 
menghancurkan PKI terlebih dahulu, maka PKI saat itu 
adalah menjadi mendukung besar politik Bung Karno 
yang kiri tersebut, karena politik Bung Karno menentang 
Imperialisme dan kolonialisme yang menjajah Negara 
Indonesia, politiknya Bung Karno sudah ditanam saat 


Bung Karno masih muda. 
Politik — nya Bung Karno Adalah Kiri 


Bung Karno yang memiliki kepbribadian pokok 
dasarnya yakni berhaluah kiri. Dengan sistem politik kiri 
yang dianutnya adalah sebuah pejuang revolusioner yang 
besar beliau juga pejuang bangsa yangnasionalis. Kehebatan 


beliau dengan politik kirinya yakni anti — imperialisme dan 
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anti — kolonialisme yang lebih ke pro terhadap rakyat sikap 
inilah yang dipertahankan hingga sampai terjadinya G30S. 
dalam hal ini perlu kita ingat diselanggerakan kegiatan 
konferensi anti — pangkalan Militer Asing, pada permulaan 
awal Oktober 1965, di hotel Jakarta yang dibuka oleh Bung 


Karno. 


Jadi dalam meninjau mengenai permasalahan G30S, 
disamping itu melihat dari berbagai segi pertentangan 
berbagai golongan militer dan PKI kita juga harus 
memperhitungkan didalam itu tesebut adanya faktor faktor 
Bung Karno dan faktor Internasional, karena hancurnya 
kekuatan PKI dan tergulingnya Sukarno menjadikan 
ini peristiwa yang sangat penting yang mengembirakan 


Negara — Negara Barat. 
13. Soal Bahaya Dari “Caleg Bekas PKI” 


Banyak sudah tulisan maupun buku — buku yang 
menyatakan bahwasannya PKI dihancurkan oleh Orde 
Baru, dengan alasan karena mendukung politiknya 
Bung Karno yang anti — imperialisme yang seperti kita 
ketahui juga politknya Bung Karno adalah berhaluan kiri 
yang memang dianutnya sejak masih muda yakni anti — 
imperialisme & anti — kolonialisme. Politiknya Bung 
Karno sendiri sudah digerakan semasa beliau masih muda 
yakni anti — penjajahan. Menjelang pemberontakan PKI 
tahun 1926, Sukarno sudah menghimbau adanya sebuah 


persatuan beberapa golongan dari nasionalis, golongan 
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agama, dan golongan marxis sejak tahun 1926. Lahirlah 
sebuah gagasan Sukarno mengenai NASAKOM sudah 
diperjuangkan ketia beliau juga masih muda. Oleh 
karenanya kita kaitkan dengan perjuangan menghadapi 
imperialisme dan kolonialisme sikap Sukarno dan PKI 
adalah memiliki searahaan yang sama. Sukarno yang masih 
mudanya sudah bergigih melawan penjajahan dari Belanda 


dan Jepang. 
Pandangan Sukarno terhadap PKI. 


Sebuah perkembangan situasi sejak tahun 1959 
hingga sampai dengan 1965 menunjukan tanda — tanda 
bahwasannya Bung Karno telah melihat betapa sangat 
besarnya dukungan PKI terhadap politik kirinya Sukarno 
tersebut yang paling terlihat ialah ketika Bung Karno 
sedang berpidato yang telah mengucapkan sebuah kalimat 
bahwasannya PKI adalah sebagai saudaranya sendiri dan 
kalau meninggal ia sangat merasakan kehilangan. “yo 


sanak yo kadang, yen mati aku melu kelangan”. 


Setelah terjadinya G30S PKI, ketika TNI melakukan 
serangan besar besaran secara gencar terhadap PKI 
yang disertai dengan pembantaian dan pembunuhan 
terhadap orang — orang yang tak bersalah dan juga 
memenjarakan orang tanpa proses hukum. Sukarno 
masih berkali — kali membela orang komunis & marxis. 
Petinggi militer yang menyatakan bahwa 30 September 
1965 adalah pengkhianatan PKI, bahwa PKI itu sendiri 
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ingin mengubah dasar Pancasila sekaligus mengkhianati 


Pancasila itu sendiri. 


Bung Karno yang mengungkapkan mengenai 
PKI — Marxisme dan juga menyatakan Nasakom, maka 
pandangan itu sangatlah berbeda dengan pandangan 
terhadap petinggi militer. Dalam sebuah kudeta buku 
yang berjudul Revolusi Belum Selesai, yang banyak berisi 
pidato — pidato Bung Karno setelah tragedy 1965 tersebut. 
Dapat dibaca padangannya Bung Karno terhadap PKI — 


Marxisme Nasakom. 


Hingga saat ini sudah terlihat jelas bhawasannya 
Sukarno sebagai seorang pemimpin bangsa Indonesia 
sekalius seorang revolusioner yang anti — imperialisme sejak 
masih muda. Juga memiliki pandangan yang sangat positif 
mengenai PKI dari segi pemahaman Marxisme, Sosialisme 
& Komunisme. Dengan adanya TAP MPRS/XXV/1966 
pandangan dan citra komunisme dihadapan masyarakat 
Indonesia adalah memiliki pandangan yang sangat buruk 
hingga menjadikan itu stigma yang menakutkan yang 
sudah dicuci oraknya ataupun didoktrin oleh rezim yang 


beberapa puluh tahun berkuasa sangat lama. 


14. Masalah Korban 1965 Adalah Aib & Dosa 
Besar 


03 Mei 2005 


Surat Komnas HAM Kepada Presiden SBY 
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Harian Kompas (21 Februari 2005), dengan judul 
“Komnas HAM Minta Mantan Tapol PKI di Pulihkan” 
telah menurunkan berita yang antara lainnya berbunyi 


tersebut : 


Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS 
HAM) mendesak presiden SBY segara cepat memulihkan 
hak asasi dan kebebasan mantan tahanan politik yang ada 
berkaitan dengan peristiwa tragedy 1965, yang sejak zaman 
orde baru hingga saat ini tidak pernah diproses hukum 
dan dibuktikan bersalah, presiden juga didesak untuk 
menabut aturan atau menghentukan kebijakan atau praktik 
diskriminalisasi terhadap mantan anggota partai komunis 
Indonesia (PKI) dan juga tahanan politik dan juga para 
keluargannya agar tak dicap buruk oleh masyarakat, yang 
merupakan pelanggaran dan penginggkaran hak asasi 
manusia HAM. 


Ditegaskan, Negara Indonesia berkewajiban 
memulihkan hak orang yang menjadi tahanan politik, 
sebab sebuah penahanan tahanan politik dengan perbuatan 
penahanan tersebut terhadap orang — orang itu merupakan 
perbuatan yang telah melanggar Hak asai manusia (HAM), 
dan apalagi mereka yang tidak terbukti berbuat kesalahan. 
Banyak dari orang — orang yang bersalah maupun tak 


berrsalah ditahan di kamp konsentrasi. 


Pemulihan hak para korban tahanan politik G30S/ PKI 


merupakan suatu tanggung jawab Negara. Tidak hanya 
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komnas HAM, Mahkama Agung juga sudah mengirim 
surat kepada pemerintah bahwa tahanan politik sudah 
mengalami sebuah ketidak adilan dan harus dipulihkan 


haknya sebagai manusia. 


“Ini sebagai tanggung jawab Negara, tidak ada lagi 
sebagai alasan untuk menunda nunda suapaya tidak ada 


lagi warga Negara yang hak asasinya tertunda”. 
(Harian Kompas, 2005) 


Masalah Korban 65 Adala Urusan Kita Semua 


Gugatan LBH Jakarta yang diperkuat dengan aksi 
— aksi sebuah demo untuk para korban peristiwa tragedi 
1965 diatas merupakan peringatan kepada seluruh bangsa 
(termasuk masyarakat dan pemerintah), bahwa masalah 
besar yang menyangkut perikemanusiaan yang harus 
diselesaikan bersama, yaitu masalah korban 65. Masalah 
korban 65 addalah masalah besar bagi bangsa banyak 


korban nyawa yang berjatuhan. 


Masalah besar tragedi 1965 adalah para korbannya 
adalah masalah kita bersama, sebab ini menjadi persoalan 
penyiksaan dan ketidakadilan, terhadap orang — orang 
yang tidak bersalah juga menjadi korban. Ini merupakan 
aib besar dan dosa besar Negara dan ini merupakan 
pelanggaran ham yang serius. Untuk orang — orang yang 


anti terhadap komunis dan anti Bung Karno pun tidaklah 


61 


SINTAS TAP MPRS/XXV//1966 (Jeratan Hukum & Perlindungan Hukum) 


patut untuk bersenang dan bergembira atau menyetujui 
atas pelestarian dan juga penyiksaan terhadap anggota 
komunis dan simpatispannya hingga ke keluarga — 
keluargannya, dan itu tidaklah adil terhadap para korban 
1965 ini. 


15. Kasus Spanduk Hari Raya Idhul Fitri 
Bergambar Palu Arit 


14 November 2005 


Setelah hari raya Idhul Fitri atau lebaran dan juga 
dalam rangka memperingati hari peristtwa Gerakan 30 
September (PKI) ini adalah hal yang sangat menarik jika 
kita simak dan renungkan, dalam isi berita yang disiarkan 
oleh Tempo Interaktif, pada 7 November 2005 “Spanduk 
Hari Raya Idhul Fitri Bergambar Palu Arit”. 


Pihak kepolisian kota Solo menyita spanduk dengan 
ucapan selamat hari raya idhul Fitra yang bergambar Palu 
Arit yang dikenal sebagai lambang PKI, Senin (7/11), 
spanduk ucapan hari raya Idhul Fitri ini yang ada gambar 
Palu dan Aritnya itu dari Eks Tapol yang dipasang diatas 
ruko didepan pasa Klowon Kota Solo. Pemiliki dari toko 
dan spanduk tersebut yakni Bapak Martono (70), seorang 
warga jalan Kapten Mulyadi, di Pasar Kliwon Kota Solo 
ia mengaku telah memasang spanduk tersebut sebagai 
bentuk kebahagiaan dan solidaritas kebersamaan dengan 


Ex — Tapol dengan datangnya hari raya Idhul Fitri dia 
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menyatakan “saya memang Eks Tapol PKI, dan apa 
salahnya saya memberikan ucapan selamat hari raya Idhul 
Fitri dan juga ikut merayakan Idhul Fitri, apa eks — tapol 
PKI tidak boleh memberikan ucapan selamat hari raya 


Idhul Fitri seperti orang — orang lainnya?” ucapannya. 


Tanggapan dari Kapolresta Kota Solo AKBP Oneng 
Subroto penyitaan sebuah spanduk yang bergambar palu 
arit tersebut dikarenakan adanya pelanggaran hukum 
terkait TAP MPRS/XXV/1966 yang berbunyi “sesuai 
peraturan peraturan tersebut, PKI dilarang di Indonesia” 
polisi hanya melakukan tindakan tersebut dikarenakan 
adanya aturan yang berlaku dan juga menegakan hukum 
yang memang sah. Meskupun spanduknya Bapak Martono 
disita oleh penegak hukum, Bapak Martono tidak ditahan 
dan hanya diberikan sebuah peringatan dan arahan kepada 
pihak kepolisian, namun jika Bapak Martono mengulangi 
perbuatan itu tadi, maka kami akan menindak lanjuti secara 
tegas dengan lewat proses hukum yang berlaku dan Bapak 


Martono harus siap dengan perbuatannya tersebut. 


Hanya saja Bapak Martono mengesalkan penilaian 
orang terhadap PKI, menurut Bapak Martono spanduk 
yang bergambar palu arit tersebut, bukan bearti bangga 
dengan keberadaan PKI tapi “saya sangat senang dicap 
eks tapol ditahan bahkan disiksa, dan tetapi saya masih 
tetap hidup” dari segi inilah yang membuat Bapak 


Martono termotivasi memasang spanduk tersebut. Saya 
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juga menginginkan hidup seperti masyarakat biasa pada 
umumnya ini bukanlah suatu kebanggaan menjadi seorang 
eks — tapol melainkan sebagai sebuah peringatan kepada 
anak — anak cucuk dan generasi muda kita bahwa ada 


peristiwa kekejaman terhadap kemanusiaan pada saat itu. 


(Tempo Interaktif, 2005) 


Muslim & Muslimat di Kalangan Tahanan Politik 


Kasus Martono membuat banyak orang berfikir untuk 
kita semua dengan adanya suatu kenyataan bahwasannya 
diantarranya banyak orang anggota PKI, ataupun eks 
— tapol dan juga diantaranya korban pembantaian 1965 
ratusan nyawa hilang, diantaranya terdapat banyak orang 
yang memeluk agama Islam. Sebetulnya realitanya ini 
masih bisa dilihat oleh siapapun hingga saat ini, diruang 
lingkup mereka yang tadinya bergaul dengan keluarga yang 
sudah dekat akan bisa melihat betapa banyaknya pemeluk 
dari agama Islam tersebut. Sebagian besarnya dari mereka 
selama beberapa puluhan tahun dizaman rezim Orde 
Baru, telah banyak menanggung penderiaan yang sangat 
bermacam — macam bentuk. Yang perlu kembali kita 
ingat bahwa yang sudah terjadi pada korban pembantaian 


yang paling besar di sejarah Indonesia, ini juga termasuk 
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bagian dari umat muslim dan muslimat. Mereka telah di 
bunuh dan dipenjarakan tanpa adanya proses hukum yang 
adil. Seharusnya dalam pembantian tersebut tidak harus 


dilakukan melainkan diberikan sebuah larangan. 
Spanduk Dengan Tanda Palu Arit Di Larang 


Karenannya dangan itu hebatnya sebuah kampanye 
dari orde baru sebagai anti — komunis selama lebih dari 30 
tahunan lebih dan mendapatkan dukungan dari sebagian 
umat Islam yang bisa dirangkul oleh pimpinan TNI. Maka 
masyarakat Indonesia beri slogan yang khas “Bahaya 
Laten PKI, PKI anti Agama, PKI anti Pancasila”. Dari 
akibat slogan tersebut dibesar — besarkan dari berbagai 
cara walaupun slogan itu sudah jarang ditemukan saat 
ini tetapi dibenak masyarakt sudah mengecap komunis 
adalah buruk, anggota PKI dan simpatisipannya adalah : 
orang — orang jahat yang anti terhadap agama, kelompok 
pembunuh yang kejam yang merusak ketentraman 


masyarakat Indonesia. 


Bapak Martono adalah sebagai eks — tapol yang 
juga seorang muslimin telah dilarang untuk menyatakan 
sikap kegembiraannya pada waktu hari besar masyarakat 
Islam untuk menyampaikan selamat hari raya Idhul Fitri 
sesama pemeluk agamanya dengan alasan gambar dari 
spanduk tersebut ada lambang palu arit. Polisi sebagai 
penegak hukum mengambil sebuah tindakan atas dasar 
TAP MPRS/XXV/1966 PKI adalah organisasi terlarang 
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di Indonesia, oleh dari karena itu walaupun spanduknya 
Bapak Martono tidak mencantumkan nama PKI 
melainkan hanya mencantumkan logo palu dan arit saja 
sebagai lambang dari PKI. Bapak Martono tidak terancam 
nama PKI dan spanduknya hanya disita, Bapak Martono 
pun di tindak lanjuti. 


TAP MPRS/XXV/1966 Produk Perang Dingin 


TAP MPRS 25 ini telah ddipaksa oleh pihak militer, 
dengan tujuan untuk menjadikan suatu ketetapan dengan 
tujuan untuk menghadapi dan menghabisi hingga 
membasmi anggota — anggota PKI dan juga organisasi 
sejenisnya. TAP MPRS ini bukan hanya melumpuhkan 
secara mutlak PKI saja, mereka terus beroperasi mereka 
membidik sasaran utamanya yakni presiden Sukarno 
dengan menggulingkan Orde Lama pada tahun 1966 dan 
bangkitlah Orde Baru yang secara cepat mengeluarkan 
TAP MPRS/XXV/1966. 


Jadi sebuah fakta dan sejarah yang dapat kita lihat 
bahwasannya TAP MPRS/XXV/1966 ini adalah pada 
dasarnya mencerminkan adanya sebuah kepentingan 
kaum reaksioner dari dalam negeri yakni angkatan darat 
yang dibawa iming — iming anti — PKI dan anti — Bung 
Karno dan juga termasuk dari golongan Islam menjadi 
sebuah sasaran untuk menjatuhkan PKI. Dengan 
adanya dukungan dari politik Barat yakni imperialisme 
& kolonialisme. Dilihat dari sudut pandang olitik 
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internasional TAP MPRS/XXV/1966 tersebut tidak 
terlepas dari situasi perang dingin karena nyatanya TAP 
MPRS/XXV/1966 lebih berpihak ke politik barat yakni 
menguntungkan kaum imperialisme. Dengan situasi 
masalah saat ini wilayah — wilayah komunis sudah tidak 
besar seperti dulunya Negara Uni Soviet sudah bubar dan 
blok Uni Soviet sudah tiada lagi setelah perang dingin, dan 
Negara Cina sudah menjalankan ekonomi pasar bebas 
Kapitalisme bahkan sebagai Negara pemegang ekonomi 
terbesar. Hingga saat ini komunisme bukanlah hal yang 
membahayakan, melainkan setiap Negara sudah dibentuk 
untuk menjalankan ekonomi demi kemajuan negerinya 
sendiri dan untuk nasib ekonomi hingga kesejahteraan 


kemajuan sosial mereka. 


16. Tentang Seruan “Waspada Anak — Anak 
PKI” 


25 Januari 2009 


Ditekannya bahwasannya, seruan mengenai bahaya 
laten komunis dengan berbagai cara muslihat, dari 
kebohongan maupun kekejaman bukanlah semata — mata 
musuhnya TNI melainkan musuhnya bangsa Indonesia 
dan untuk semua pihak yang menegah pencabutan TAP 
MPRS/XXV/1966 yang telah menetapkan PKI adalah 
sebagai partai terlarang yang ada di Indonesia. dengan 
langkah inilah antisipasi yang lain adalah membangkitkan 


sebuah kesadaran masyarakat agar untuk menegah hidup 
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kembalinya komunis melalui seminar dan juga penyusunan 
upaya ideologi komunisme tidak lagi tumbuh di Indonesia 
bahkan tidak memasuki ranah birokrasi Indonesia dan 


juga ormas dan memiliki komponen yang sistematis. 


Selanjutnya mengenai langkah yakni mencantumkan 
sebuah materi pembelajaran mengenai sejarah yang 
diajarkan oleh pelajar sekolah tentang bahaya laten komunis, 
sementara masyarakat luas ikut juga mewaspadai dan juga 
mengawasi serta melaporkan pihak yang berwajib jika 
melihat adanya kegiatan dan aktivitas penyebaran paham 
komunis tersebut untuk bangkit kembali di Indonesia, di 
kalangan rezim reformasi ini memiliki kebebasan yang 
sangat luas dimana zaman yang sangat keterbukaan ini 
menjadikan atau dimanfaatkan kelompok — kelompok dan 


kalangan komunis untuk bangkit kembali di Indonesia. 


Lalu bisa kita lihat kemunulan berbagai organisasi 
— organisasi massa baik dari organisasi muda maupun 
organisasi tua PKI dari berbagai turunan dan berbagai 
sampul antara lain dengan memperjuangkan hak asasi 
manusia, yang dia inginkan yakni adalah bahwasannya 
masyarakat Indonesia jangan sampai lengah terhadap 
gerakan—gerakan yang berbau kekirian tersebut, yang sudah 
terselubung berbagai bentuk kalangan pelajar mahasiswa 
untuk menggunakan gerakan komunis baru maka saat ini 
memiliki tiga kata kunci dalam perkembangan komunisme 
di Indonesia adalah yakni “Waspada Anak PKT”. 
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Anak — Anak PKi PKI Adalah Manusia Biasa & Warga 


Negara Indonesia. 


Jadi dari sudut pandang seruan bahwasannya pimpinan 
militer untuk mewaspadai kegiatan atau aktivitas anak — 
anak atau antek — PKI tujuan dan pandangan yang sesat 
dan tidak menguntungkan bagi persatuan warga Negara 
Indonesia juga tidak memupuk rekonsiliasi Nasional. 
Seruan — seruan pimpinan militer yang demikian hanya 
memperpanjang suatu masalah kesalahan ataupun 
kejahatan atau dosa — dosa yang besar dimasa tahun yang 


lalu. 


Dengan memberikan sikap memusuhkan anak — 
anak PKI dengan jumlah yang tidak sedikt pimpinan 
militer menyimpan sebuah dendam yang bahwasannya 
sudah berlangsung sejak lama. Bahkan mengorbankan 
kebencian tersebut ke kalangan — kalangan generasi muda 
dan generasi yang akan datang. Anak — anak PKI adalah 
juga orang biasa dan warga Negara Indonesia bahkan juga 
memiliki hak yang fundamental seperti selayaknya manusia 
biasa. Mereka juga memiliki hak untuk melawan jika 
dperlakukan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan nilai 
— nilai norma kemanusiaan. Sebagian besar anak — anak 
PKI waktu sejak kecilnya sudah menderita penderitaan 
yang cukup besar bermacam — macam maupun berbeda — 
beda kadar penderitannya. Sebagian ada keluarganya yang 
dibunuh da nada keluarganya juga yang dipenjara tanpa 


adanya suatu proses hukum juga ada yang dikeluarkan 
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dari pekerjaannya karena alasannya adalah anggota dan 


keturununan PKI. 


Petinggi militer juga menyatakan bahwasannya zaman 
reformasi ini “bermunulan berbagai macam organisasi 
massa dan juga organisasi baru yang ditakutkan yang 
beraliran komunis”. Pernyataan itu sejenis menunjukan 
sebuah ketakutan seruan — seruan tersebut dengan alasan 
ketakutan komunis internasional yang akan masuk di 
Indonesia dan akan menghanurkan Indonesia itu sendiri 
dan juga merusak Pancasila, maka dari pihak militer itu 
sendiri mewaspadai adanya datang komunis — komunis 
baru yang datang melalui berbagai cara agar dapat 


menghanurkan Negara Indonesia. 


17. Ajaran — ajaran Bung Karno Untuk 
Perjuangan Rakyat Miskin, Kaum 
Marhaen dan Proletar 


11 July 2010 


Sejak tanggal 8 Juli 2010 berbagai berita dari surat 
kabar dan media elektronik tv di Indonesia diberitakan 
adanya aksi — aksi untuk sebuah unjuk rasa yang ada 
diberbagai kalangan di Indonesia, dengan mengenai situasi 


nasib masyarakat kecil ini. 


Semua orang yang benar — benar perhatian dengan 
situasi terhadap bangsa dan Negara kita dewasa ini 


pastilah akan menghargai aksi — aksi yang digelar di 
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Indonesia, untuk menuntut keadilan untuk masyrakarat 
miskin di Indonesia. Kita harus menghargai setinggi — 
tingginya kepada semua kalangan dari berbagai golongan 
masyarakat, tidak peduli dari organisasi golongan manapun 
atau agama manapun dengan sungguh — sungguh, dengan 
tujuan untuk memperjuangkan mmasyarakat miskin atau 


kaum proletar dan kaum marhaen. 


18. Tentang Ajaran Komunisme atau 
Marxisme di Indonesia 


29 Mei 2010 


Sesudah PKI dan komunisme dilarang di Indonesia 
sejak tahun 1966, bagaimanakah perkembangankomunisme 
sekarang ? dan apakah marxisme dan komunisme masih 
bisa hidup dikemudian hari di Indonesia dan bagaimana 


perkembangan komunisme dan marxisme di dunia ?. 


Tulisan ini mengajak para setiap pembaca, termasuk 
terutama yang anti — PKI atau yang tidak menyukai 
Komunisme dan Marxisme, untuk mencoba lebih 
mengkaji ini dari berbagai macam sumber dengan 
mempelajari sebanyak mungkin dan sebisanya segala 
lahirnya komunisme didunia dan lahirnya pemahaman 
komunis di Indonesia. Dan berikut ini persoalan yang 


dihadapinya selama ini. 


PKI adalah sebagai organisasi politik, sejatinya 


memang sudah dilarang oleh penguasa Orde Baru, tetapi 
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apakah komunisme dan marxisme masih dapat dilarang 
atau dicegah untuk dianut oleh siapapun di Indonesia 
kiranya, untuk pertanyaan seperti itu bisa saja orang 


menjawab bermacam — macam. 


Bung Karno adalah satu — satunya dari para pemimpin 
Indonesia yang jelas dan konsekwen menemukakan 
teguh pendiriannya atau keyakinannya atau isi jiwa yang 
terkandung dalam komunisme atau marxisme, sosialisme 


sudah dipunyai oleh beberapa orang di Indonesia. 


Sumbangan Besar Ajaran Komunisme untuk 


Perjuangan 


Para pengamat sejarah dapat melihat antara para 
perintis kemerdekaan atau tokoh — tokoh gerakan 
nasionalis (termasu juga dari golongan Islam) yang makin 
tergugah semangat untuk melawan kolonialisme tentang 
jiwa perlawanan terhadap dari perbuatan yang tidak 
berkeadilan itu yan menjadi ciri — ciri utama komunisme, 
marxisme maupun sosialisme yang satu tujuan untuk 


melawan penindasan dari imperialisme. 


Jadi jelas bahwasannya jiwa komunisme dan marxisme 
merupakan salah satu alat untuk mendorong semangat atau 
sumber berbagai inspirasi bagi banyak pejuang perintis 
kemerdekaan. Dalam kaitannya dengan ingatan — ingatan 
bahwasannya PKI pun lahir dari Partai Sarekat Islam yang 
dipimpin oleh H.O.S Tjokroaminoto gurunya Semaun 
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yakni sebagai pimpinan PKI yang pertama, disinilah sudah 
kelihatan sumbangan besar bangi jiwa komunisme dan 
marxisme sudah ikut menyumbangkan memperjuangkan 


sebuah kemerdekaan untuk Indonesia. 


Dengan mengingat itu pula, maka kiranya kita 
mengerti mengapa Bung Karno tetap membela marxisme 
ataupun pemahaman kiri lainnya dan begitu gigih dan teguh 
pendirian terhadap dirinya sendiri, ketika itu rezim orde 
baru yang tujuan utamanya juga membasmi orang — orang 
PKI serta simpatisannya. Dan kita juga ketahui bahwa 
mengapa beliau tetap mempertahankan gagasannya yakni 
NASAKOM, meskipun ditentangg oleh Negara — Negara 
aliran barat yang menginginkan ikut serta penggunlingan 


rezim orde lama. 
Bagaimana dengan Keadaaan Sekarang 


Dengan sekarang ini, semenjak tahun 1966 yang 
sudh dikeluarkan aturan TAP MPRS 25 1966, ada 
perkembangan menarik situasi di Indonesia, walaupun 
resminya saja larangan penyebaran Komunisme/ Marxisme 
belum dicabut, tetapi bukunya Karl Marx Das Capital bisa 
diterbitkan oleh Hasta Mitra, yang peluncurannya buku 
ini sudah dibedah oleh Gus Dur. Disamping itu banyak 
juga buku yang bertulisan PKI maupun Marxisme sudah 
beredar banyak di Indonesia yang sudah beredar sejak 
lama. Walaupun kejaksaan agung masih tetap melarang 


sejumlah buku kiri yang berjudul : 
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- Dalih Pembunuhan Massal G30S dan Kudeta Su- 
harto (John Rossa, 2008). 


- Lekra Tak Membakar Buku (Muhidin M, 2008). 


- Palu Arit di Ladang Tebu (Hermawan Sulistyo, 
2000) 


- Bayang — Bayang PKI (1995) 

- Islam Sontoloyo (Sukarno, 2015 ctkn 4) 

- Islam Sosialisme (H.O.S Tjokroaminoto, 2003) 

- Madilog (Tan Malaka, 2000) 

- Orang — orang yang diPersimpangan Kiri Jalan 
(Suo Hok Gie) 

- Dari Penjara Ke Penjara (Tan Malaka, 2008) 

- Kudeta Madiun 1948 (David Charles, 2013) 


Dan buku — buku yang berhaluan kiri lainnya. Tetapi 
masih banyak buku — buku kiri dujual bebas dibeberapa 
toko buku, bahkan toko buku gramedia pun ada menjual 


buku tentang Marxisme ataupun Komunisme. 
Marxisme & Komunisme Malalui Internet 


Kita bisa melihat bersama perkembangan ajaran 
komunisme di media pelarangan ajaran komunisme dan 
marxisme pun tidak ada artinya lagi. Kasarnya larangan 


itu yang tadinya menjadi pelarangan keras di zaman orde 
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baru, sekarang telah menjadi tertawaan bagi orang — orang 
yang ingin mempelajari ajaran komunis/marxis. Sebab 
melaui internet orang mudah mengakses. Larangan TAP 
MPRS 25 pun sudah sulit mencegah untuk orang yang 


belajar paham marxisme, dan kebanyakan penangkapan 


dari ott aparat yang cuman hanya membaca cover buku 


19. Ketetapan MPRS/XVV/1966 Tentang 
Larangan PKI Harus Di Cabut 


1 Oktober 2010 


Tepat pada tanggal 2 hingga 3 Okteber tahun 2010, 
di wilayah daerah Dieman Amsterdam Belanda telah 
berlangsungnya sebuah kegiatan sebagai peringatan 45 
tahunnya peristiwa G30S/ PKI, peristiwa agenda kegiatan 
ini di adakan oleh organisasi masyarakat Indonesia 
yang berada di Belanda. Beberapa ada kata sambutan 
dari berbagai macam organisasi sosial dan tak lupa juga 
pemutaran film — film dokumentasi mengenai HAM. Yang 
dibawah ini akan memaparkan kata sambutan yang dibuat 
oleh Ayik Umar Said, yang dibacakan oleh Sdr Sujoso, dan 
kebetulan ada di Paris yang menghadiri acara pertemuan 
yang memperingati hari peristiwa Gerakan 30 September 
PKI. 


Ini — lah teks singkat yang buat oleh Alm. Ayik Umar 
Said dan texs itu juga ada membahas terkait permasalahan 


hak asasi manusia, 
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Ketetapan TAP MPRS/XXV/1966 tentang larangan 


komunisme harus segara dicabut. 
Demi persatuan bangsa dan generasi muda kita. 


Saya sangat merasakan senang telah dapat mengikuti 
acara memperingati peristiwa 45 tahunnya tragedi peristiwa 
G30S/PKI yang diselanggerakan di Negara Belanda, 
walaupun saya tidak hadir dengan keadaan fisik dan 
pertemuan sangat penting ini, dikarenakan ada masalah 


dalam kesehatan saya. 


Pertemuan di Belanda ini sangatlah penting dengan 
memperingati peristiwa G30S/PKI merupakan sebuah 
kegiatan ataupun aktivitas yang harus dilakukan. Dengan 
bagaimanapun cara oleh semua orang yang menjadi korban 
kediktatoran kepemimpinan Orde Baru. Perlu di ingatkan 
korban pembantaian ditahun 1965 — 1966 adalah sebagai 
kesalahan yang sangat besar sekali dan sangat berdosa 
sekali. Bahkan sebagian besar yang menjadi korban yakni 
warga Negara Indonesia dimana pembantaian tersebut 
menjadikan perang antar sesama warga Negara sendiri 


melainkan bukan melawan penjajan. 
Pernyataan TAP MPRS/25/XXV/1966. 


Dengan mendalihkan pernyataan melaksanakan 
ketetapan TAP MPRS/XXV/1966 yang melarangkan 
aktivitas Partai Komunis Indonesia (PKI), maka dari itu 


rezim orde baru yang melakukan berbagai cara bagaimana 
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tahanan politik tidak diberkan kehhidupannya ataupun 
membatasi hak — haknya sebagai warga Negara hingga ke 


keluarganya dan anak — anak keturunannya. 


Ketetapan MPRS/XXV/1966 ini adalah suatu 
Undang — Undang atau aturan yang sudah disalah gunakan 
oleh pemerintahan rezim Orde Baru yang dimana dengan 
melakukan tujuan dan terror hingga perusakan mental dan 
fisik secara besar — besaran, hingga pada saat itu mulut 
masyarakat dibungkam dan perbuatan tersebut salah satu 
merusak citra demokrasi Indonesia, maka analoginya TAP 
MPRS/XXV/1966 adalah sebagai salah satu aturan yang 
membuat kebebasan masyarakat menjadi terkekang, tidak 
hanya PKI bahkan juga orang — orang yang menentang 
pemerintahan orde baru. Sebagai alat terornya mengenai 
slogan yang menyatakan “awas bahaya laten PKI” 
cegah kembalinya PKI, dengan tujuan itu dipakai untuk 
mengintimidasi dan juga menakut — nakuti orang yang 
kritis terhadap pemerintahan rezim orde baru. Keterapan 
MPRS/XXV/1966 secara resminya sudah ditujukan 
kepada orang — orang PKI beserta dengan simpatisannya, 
namum dalam implementasinya juga berdampak buruk 
juga bagi kalangan Non — PKI maka dariitu aturan ini salah 
satu sudah menginjak hak asasi manusia dan demokrasi 


Indonesia. 


Bagi sebagian besar dari suatu warga Negara 
Indonesia dengan adanya TAP MPRS/XXV/1966 


tidak memberikan manfaat bahkan tidak ada guna — nya 
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bahkan tidak ada membawa hal kebaikan sama sekali. 
Kondisi situasi Negara Indonesia saat sudah lain dari 
rezim orde baru yang dimana menggunakan TAP MPRS/ 
XXV/1966 menjadi alat penumpas PKI hingga ke akar 
— akarnya. TAP MPRS/XXV/1966 ini masih belum 
dicabut, implementasinya sekarang ini sudah tidak ditakuti 
lagi dikalangan masyarakat yang ingin belajar dalam ilmu 
ekstrim kiri maupun para — para peniliti & akademisi, 
bahkan sudah banyak terang — terangan beberapa peneliti 
mempublikasikan mengenai peristiwa 65 itu maupun 
dari peneliti lokal dan asing, Dan pada sekrang ini siapa 
bisa melarang orang memiliki pemahaman yang kiri 
komunis maupun sosialis lainnya, orang — orang ini bisa 


melakukannya melainkan tanpa menggunakan nama PKI. 


Banyak juga saat ini penerbit — penerbit yang sudah 
mengedarkan buku — buku isinya yang berlandaskan 
komunis & marxis termasuk yang bebas terjual yakni 
buku Karl Marx yang berjudul Das Capital hingga dibikin 
diskusi umum, dan juga sudah banyak tulisan — tulisan 
yang memberi gambaran positif mengenai PKI yang 
membela Negara Indonesia untuk melawan imperialisme. 
Larangan penyebaran Marxisme & Leninisme masih tetap 
berlaku, tetapi masih banyak dilanggar oleh orang melalui 
tulisan — tulisan maupun opini — opininya dalam diskusi, 
maka dari itu TAP MPRS/XX/1966 sudah tidak layak lagi 
berkembang di situasi saat ini. Larangan — larangan TAP 
MPRS/XXV/1966 pada saat ini sudah tidak berfungsi lagi 
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untuk penggunaan di internet bahkan sudah secara bebas 
mencari atau mendalami paham komunis melalui internet. 
Barang siapa yang ingin menulis dan menyiarkan paham 
komunis saat ini sangat mudah dan bisa diperoleh melalui 
internet. TAP MPRS/XXV/1966 masih sangat ampuh di 
zaman orde baru sebagai alat menghapuskan PKI, hingga 
sekarang ketetapan ini masih berlaku tetapi tidak menjadi 
tujuan utama dalam sebuah hukum hanya melainkan 


memberikan sebuah peringatan. 


Perkembangan Indonesia disituasi saat ini, makin 
memberi gambaran sangat jelas bahwasannya bahaya 
masyarakat Indonesia saat ini ialah bukan komunis, 
melainkan bahanyanya yakni sebuah terror yang membawa 
nama agama Islam dan merusak citra agama Islam yang 
tujuan untuk merusak Negara Indonesia dan landasan 


ideologi Panasila. 


Golongan kiri PKI itu sendiri serta partisipasinya pada 
umumnya pendukung politik Bung Karno yang kiri, dan 
juga ajaran — ajaran revolusionernya Bung Karno yang anti 
terhadap imperialisme dan pro terhadap rakyatnya yang 
sosialisme, dan rakyat saat ini mencegah datangnya neo — 
liberalisme yang mengancam bangsa dan budaya Indonesia. 
jadi sudah jelaslah saat ini bahwa adannya TAP MPRS/ 
XXV/1966 ini tidak mendatangkan sebuah kebaikan di 
Negara Indonesia, bahkan melainkan menguntungkan 


kaum — kaum imperialisme dan kolonialisme dari 
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datangnya neo — imperialisme penjajahan dari Negara — 


Negara asing. 


Alm. Ayik Umar Said 


Sebagai akhir dari bab 1 ini, saya sebagai penulis buku 
ini mengucapkan terima kasih kepada Alm Ayik Umar 
Said yang telah menyumbangkan banyak tulisan maupun 
opini tentang Hak asasi manusia, sejarah mengenai 
tragedy tahun 1965, dan juga selalu mengingat bagaimana 
kejahatan kemanusiaan yang telah berlalu di Negeri ini 
dan menjunjung tinggi pahlawan revolusioner Negara 
Indonesia yakni Sukarno dan pahlawan Indonesia lainnya. 
Semoga opini Alm. Ayik Umar Said tetap berguna bagi 


masyarakat yang membacannya. 
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Bab II 
Perlindungan Hukum 


—— —N——— 


Di Negara Indonesia khususnya mengenai sebuah 
aturan tau hukum yang berlaku yang dinama Negara 
Indonesia sendiri Negara yang berlandaskan hukum. 
Hukum tidak hanya untuk menangkal sebuah keburukan 
maupun sebuah kejahatan. Hukum juga bisa melindungi 
orang yang telah dirugikan. Atau bisa diartikan 
perlindungan hukum yakni dimana memberikan sebuah 
ayoman kepada hak — hak asasi manusia yang dirugikan 
orang lain, perlindungan tersebut diberikan kepada 
masyarakat agar mereka bisa menikmati semua hak — hak 
mereka yang diberikan oleh hukum yang harus diberikan 
oleh penegak hukum untuk memberikan suatu keamanan 
dan kenyamanan baik seara fisik maupun pikiran. Dimana 
pelindangan hukum dapat memberikan keamanan kepada 
orang yang memiliki pemahaman yang berbeda asalkan 


dalam tanda kutip “tidak merugikan orang lain, maupun 
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Negara” dan dimana manusia itu sendiri dapat menikmati 


hidupnya dengan martabatnya sebagai manusia. 


A. Perlindungan Hak Manusia dan 
Perlindungan Hukum Bagi Orang Yang 
Menganut Ideologi Marxisme / Leninisme 
— Komunisme Di Indonesia 


Pada pembahasan inilah yang sangat penting di 
tulisan buku ini, dimana buku ini tidak hanya memberikan 
pembahasan bagaimana hukum pidana yang menangkap 
orang yang menyebarkan ajaran — ajaran komunis/matxis, 
tepatnya pada aturan TAP MPRS/XX/1966, buku ini 
juga ada membahas bagaimana hukum di Indonesia yang 
melindungi orang — orang yang ber- aliran pemahaman 


yang kiri. 


Indonesia adalah sebgai Negara yang berdasarkan 
pada landasan dasar Pancasila dan juga Pancasila sebagai 
segala sumber hukum di Indonesia, dalam kajian mengenai 
sila yang kedua “kemanusiaan yang adil dan beradap” 
ada terkndung ideologi humanisme dan juga terkandung 
dalam nilai — niali kemanusiaan, dimana manusia sebagai 
warga Negara Indonesia menghargai dan menghormati 
martabat manusia dan menyikapi manusia selayaknya 
manusia, sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang 
dimana memiliki sebuah tanggung jawab untuk menjamin 
hak — hak dasar manusia. Hak yang dimiliki manusia bukan 


diberikan oleh Negara malalui hukum positif, melainkan 
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hak bersumber dari manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang 
Maha Esa, yang dimana manusia pada saat lahir sudah 
mendapatkan hak — hak individualisnya masing — masing. 
Adapula yang beranggapan berpikir bahwa manusia 
mempunyai hak atas dasar karena ia sebagai manusia. 
Hak dapat diartikan sebagai suatu yang berkuasa pada diri 


individualis manusia. 


Kita sebagai mahkluk dari ciptaan Tuhan Yang Maha 
Esa (YME) yang dimana sudah sejak lahirnya dari bumi 
ini sudah diberikan hak — hak asasi manusia yang memiliki 
tanggung jawab kepada haknya masing — masing, hak itu 
berikan oleh Tuhan dan diatut oleh Tuhan, bukan diatur 
oleh Negara dan bukan juga pula ditentukan oleh Negara, 
maka itu keluarlah hukum positif yang diberikan oleh 
Tuhan, yakni mendapatkan hak individulaismenya masing 
— masing ada juga yang beranggapan bahwasannya yang 
berhak mengatur hak orang adalah hak individualismenya 
masing — masing, hak dapat kita defiisikan sebagai manusia 
mempunyai hak dasar sebagai manusia, yakni menguasai 
hak individu bukan menguasai hak orang lain. Negara 
seharusnya memiliki aturan rasa kemusiaan yang teradapat 
pada sila ke — 2 yakni kemanusiaan untuk melindungi hak 
hak orang lain bukan malah mengatur hak orang lain itu 
sendiri, maka itu Negara seharusnya memberikan hukum 
bersama agar tidak ada ketimpangan dan kepentingan yang 
dapat membuat merugikan hak orang lain yang memiliki 


tujuan untuk tercapainya sebuah keadilan, kepastia 
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hukum, berdasarkan dari pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang 
dimana berbunyi menyatakan Negara Indonesia adalah 
Negara yang dasarnya Negara Hukum, kita kaji dari suatu 
pembahasan ini yang dimaksud Negara hukum ini adalah, 
suatu Negara yang menegakkan hukum, untuk tujuan dan 
tercapainya puncak keadilan dan kesejahteraan masyarakat, 
serta tidak ada kepentiangan maupun kekuasaan yang 
mengambil keuntungan dari aturan hukum yang ada yang 
masuknya sebuah arti dari egoism. Maka dari itu Negara 
seharusnya memiliki kewenangan dalam menjamin hak 
— hak warga negaranya dalam memberikan hukum yang 
positif yang berkaitan dengan hukum landasan ketuhanan 
(bukan hukum agama), hukum tidak memberikan 
sebuah kebebasan atau semena — menannya melainkan 
memberikan batasan yang terstruktur dari batasan yang 
terstruktur ini dengan memiliki tujuan agar warga Negara 
memiliki keterjaminan dalam menjalankan hak — hak 
yang di inginkan sebagai warga neara yang baik. Dengan 
menjunjung tinggi moral dalam karakter maka terciptalah 
suatu demokrasi yang berkeadilan dengan memiliki inti 
dasar yakni ketentuan umum antara lain, dalam masyarakat 
yang demokratis, karna hal itu tidak bisa kita pisahkan 
dari yang namanya sebuah kewajiban. Pelarangan suatu 
ideology komunisme ini menjadi sebuah penghalang dari 
orang yang menganut ideologi komunis yang benar — benar 
idealis dari lubuk hati individualisnya, suatu menyatakan 


kebebasan untuk menyatakan suatu pendapat adalah salah 
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satunya tugas wajib sebagai Negara karena itu merupakan 
hak fundamentalisme sebagai warga Negara, Negara 
Indonesia adalah dimana negaranya tidak menuntut orang 
untuk berideologi apapun tak terkecuali yang dilarang 
yakni komunis maka dari itu Negara Indonesia seharusnya 
memiliki suatu tindakan warga Negara dan memberikan 
hukum positif, malah bukan memberikan keterbatasan 
dalam berfikir yang menjadikan itu nilai — niali moral 
sebagai warga Negara akan terganggu, maka dari itu 
Negara haruslah melindungu masyarakat yang memiliki 
ideologi penganut komunis diantaranya mereka memiliki 
hak dan juga berhak dapat perlindungan hukum bukan 
malah jeratan hukum. Indonesia yang membatasi gerak 
ideology komunis menjadikan demokrasi di Indonesia 
kurang efektif salah satunya aturan TAP/MPRS/25/1966. 
Tentang pembubaran ideology komunis & marxis 
dan pelarangan mabmbuat serikat ataupun organisasi 
komunis dan juga larangan terhadap warga Negara yang 
menyebarkan paham - paham komunis ini. Dalam landasan 
filosofis ideology Pancasila yakni menyatakan bahwa tidak 
ada satu katapun dalam Pancasila yang melarang ideology 
komunis dan juga sudah dibahas pada bab sebelumnya 
dimana Sukarno tidak menyatakan bahwa PKI itu anti 
Pancasila dan Pancasila itu tida anti — komunis. Adanya 
iming — iming dari masyarakat yang membuat ketakutan 
bahwasannya komunis menjadi wabah kekacauan di 


kalangan masyarakat, dengan berbagai banyak peristiwa 
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yang suddah lama terjadi dari peristtwa kudeta Madiun 
1948, dan juga yang sejarah yang tidak bakalan terlupakan 
yakni gerakan 30 September, yang sudah dikenal atau 
diketahui oleh kalangan masyarakat Indonesia bahkan 
sudah mencapai sejarah internasional dikarenakan banyak 
peneliti — penliti dari luar negeri meneliti tentang peristiwa 
gerakan 30 Septeember ini bahkan banyak buku — buku 
yang mebahas tentan gestapu. Banyak yang mengetahui 
bagaimana peristiwa Gerakan 30 September sejarah yang 
sangat pahit yang menyebabkan beberapa aspek menjadi 
kacau seperti politik,sosial,hukum. Gerakan 30 September 
ini yang diciptakan oleh rezim Orde Baru yang dimana 
dalang utamanya adalah PKI dan juga menguatkan PKI 
— lah sebagai aktor utama kejadian itu dan memberikan 
penekanan kepada masyarakat agar terdoktrin hingga 
sekarang bahwasannya stigma dari PKI tersebut adalah 
penuh dengan kejahatan. 


Dalam kontroversi sejarah ini memberikan dampak 
kedepan bangsa Indonesia yang dicap masyarakat itu 
penuh dengan kekejian terhadap perpindahan kekuasaan, 
yang di mana adanya deretan sejarah yang masih penuh 
dengan misteri yakni surat perintah sebelas Maret yang 
dikenal supersemar, yang £atanya dari presiden Sukarno 
untuk menggantikan Suharto untuk menjadi presiden 
Indonesia. setelah tumbangnya Suharto pada tahun 1998 
atau tumbangnya orde baru dimana banyak menjadi 


pertanyaan terhadap supersemaritu dan pada pemerintahan 
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Orde Baru tidak pernah mengungkapkan hal itu, yang 
dikarenakan, menurut beberapa dari kalangan masyarakat 
telah mencerminkan bahwsannya kepemimpinan Orde 
Baru memiliki sitem yang totaliter karena itu peristiwa - 
peristia sejarah jarang dan susah sekali untuk diungkap, 
dan hingga sampai saat ini banyak persepsi masyrakat 
terhadap peristiwa gerakan 30 September. Dari segi 
politik yang mengambarkan peristiwa gestapu ini dimana 
ketegangan diberbagai kalangan kelompok mengenai 
partai politik seperti PKI, Masyumi & PNI. Dan dari 
persepsi sosial dan dimana banyak kejahatan manusia pada 
saat itu banyak orang — orang menjadi korban pembantaian 
terhadap oknum militer yang menjadi pelanggaran HAM 
yang sangat luar biasa hingga ke keluarga — keluargannya. 


Jadi hingga zaman reformasi ini sejarah gerakan 30 
Septemberi ini menjadikan topik pembahasan dari kalangan 
sejarawan, politisi, akademisi hingga masyarakat sendiri 
dan berkaitannya dengan hal peristiwa yang menyangkut 
dengan hak asasi manusia serta tindakan hukum. Sebagai 
pembahasan umum yang dimana diberbagai tempat sudah 
menyatakan bahwa bahaya laten komunis, yang sudah 
menjadi hukum sosial yang sudah ada di cap masyarakat. 
Hingga adanya TAP/MPRS/XXV/1966 yang menjadikan 
stigma masyarakat menjadi kuat bahwasannya komunis itu 
menjadi hal yang menakutkan. Pada saat ini sudah banyak 
masyarakat Indonesia mudah untuk mengakses kejadian 


— kejadian yang dari peristiwa gestapu yang dimana 
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kejadian itu sudah banyak memiliki sudut pandang hingga 
bagaimana masyarakat dapat memandang sejarah dari 
sudut pandang yang berbeda yan memang suda memiliki 
2 sudut pandang dari sejarah itu yakni pro dan kontranya 
terhadap PKI ataupun pro dan kontranya terhadap 
pergantian kekuasaan Orde Lama ke Orde Baru. Yang 
dimana ini menjadi bahasan yang tidak asal lihat sudut 
pandang dan bisa mempelajari lebih dalam terkait G30S/ 
PKI. 


Kita pikirkan bersama — sama bahwasannya sudah 
tanpa kita sadari saat ini, Negara Indonesia sudah 
mulai mencampuri hak — hak individualis aataupun 
hak fundamentalisme manusia itu sendiri demi untuk 
menentukannya hak pilihan hati nuraninya sendiri sendiri 
dalam artian memilikih ideologi apapun seperti ideologi 
komunis, yang dimana suatu kebebasan berfikir orang tidak 
harus dibatasi oleh aparatur Negara maupun hukum yang 
berlaku yang berkaitan dengan hak asasi individu bahkan 
tidak bisa diberlakukan secara aturan Undang — Undang 
itu sendiri melainkan sebuah pengontrolan dengan cara 
berdiskusi atau saling bertukar pikiran terkait pehaman 
— pemahaman yan ada dan membuat ini lebih menjadi 
efektif dan dimana ideologi yang satu dan ideologi yang 
lainnya saling berdialektika dengan sehat, dan bukan 
cara dengan mennangkap maupun menghakimi ideologi 
— ideologi lainnya terutama yang menjadi ideologi yang 


minoritas yang seharusnya kita lindungi dan hormati dan 
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memberikan tukar pikiran agar terciptanya masyarakat 


yang penuh dengan toleransi yang besar. 


Penolakan terhadap komunis di Indonesia dengan 
menindak secara belebihan, dengan adanya penolakan 
oleh sebigian masyarakat maupun aparat dan menunjukan 
sikapnya dengan fobia terhadap komunis. Beberapa 
suatu dari tindakan penahanan dari suatu pemahaman 
komunis di Jakarta misalkan, polisi menyita kaos oblong 
bersamblonkan gambar sampul album dari band metalica 
asal German karena ada logo palu & arit yang mirip 
dengan PKi. Di Mojokerto polisi menghentikan suatu 
konser music karena dengan alasan adanya penambilan 
lagi “genjer — genjer” yang diidentikan dengan lagi PKI. 
Bahkan sempat terjadinya razia penyitaan buku sejarah, 
biografi yang berindentik dengan kiri. Tindakan yang 
dilakukan oleh aparat dan juga sebagian masyrakat anti 
— komunis dapat memunculkan sebuah keresahan dalam 
kehidupan masyarakat, dengan berdalihkan melindungi 
bangsa dari perpecahan, malah dari tindakan aparat 
dan masyarakat yang menindak komunis itulah yang 
membuatkan perpecahan dan keresahan, dan dimana 
membuat masyarakat menjadi takut dengan adanya 


penindakan dari paham ideologi komunis. 


Suatu perlakuan dari setiap aparat maupun dari 
masyarakat anti — komunis ini sebagai tindakan yang 
sudah bertentangan dengan pasal 28G UUD 1945, yang 
isinya melindungi setiap orang memiliki hak perlindungan 
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atas perlindungan dari diri pribadi, keluarga kehomatan, 
yang memiliki perbedaan dengan kekuasaan, kita lebih 
menekankan dan menggaris bawahi pembahasan dari 
buku ini buku — buku yang ada membahas tentang hak 
asasi manusia haruslah kita lindungi sebagaimana dengan 
hak — hak sesama manussia dan juga berhak memiliki 
perlindungan dari ancaman luar maupun ancaman yag 
membuat ketakutan, setiap orang yang menganut ideologi 
manapun harus kita hargai dan jagai dan tidak boleh kita 
preksekusi, makanya dari itu agar tehindarnya masyarakat 
memiliki stigma yang buruk terhadap komunis. Dengan 
tindakan dari penanganan yang secara kekerasan harus 
kita tindak tegas oleh para penegak hukum, dengan tujuan 
pengendalian kondisi dimana masyarakat akan lebih 
pluralis terhadap ideologi manapun dengan menciptakan 
sebuah tatanan sosial yang penuh dengan kedamaian dan 


memberikan rasa saling jaga satu sama lain. 


B. Hak Kebebasan Penganut Ideologi 
Komunisme/Marxisme &  Leninisme 
Dapat Memperoleh Pelindungan Dari 
Hukum 


Indonesia sebagai Negara yang berlandaskan hukum, 
seperti persamaan hak — hak kebebasan manusia sudah 
diatur oleh ketetapan hukum di Indonesia, kerena Indonesia 
yang memang sudah berlandaskan hukum. Dengan 
berdasarkan pasal 1 ayat (3) 1945, Negara Indonesia adalah 


Negara hukum. Dalam analogi yang menyatakan dari 
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hukum itu tersebut yakni menegakan supermasi hukum 
demi terciptanya kebenaran dan keadilan serta tidak ada 
kekuasaan ataupun kepentingan dibalik adanya hukum 
tersebut. Yakni Negara hukum di Indonesia memiliki 
sebuah ciri khas yang terkandung dalam hukum Indonesia 
yaitu landasan ideologi Pancasila yang memiliki analisis 


dari hukum Indonesia. 


Salah satunya ciri Negara hukum di Indonesia adanya 
dengan sebuah perlindungan hak — hak asasi manusia yang 
merupakan suatu tanggung jawab Negara, sebagaimana 
yang dimaksud dengan pasal 281 ayat (4) UUD 1945, 
dalam hal ini suatu paham yang mengenut dari ideologi 
dari komunisme/leninisme/marxisme memiliki hak — 
hak asasi selayaknya manusia yang merupakan kewajiban 
Negara yang melindunginya. Adanya sudut pandang yang 
berbeda Negara juga memunyai sebuah kewenangan untuk 
melakukan pembatasan sebagai hak — hak asasi manusia 
dengan menuntut sebuah kewajiban kepada setiap orang 
untuk taat kepada pembatas dengan peraturan undang — 
undang sebagaimana dengan pasal 28) ayat (2) UUD 1945. 
Batu yang membuat terhambatnya penganut ideologi 
komunisme /marixisme & leninisme adalah TAP MPRS/ 
XVV/1966. 


TAP MPRS/25/1966 yaitu dari suatu ptoduk hukum 
yang dibikin oleh MPR yang memiliki wewenang untuk 
mengganti UUD 1945 yang menentukannya adalah 
sebuah garis besar haluan Negara berdasarkan pasal (3) 
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UUD 1945 sebelum adanya perubahan. TAP MPRS/ 
XXV/1966 itu masih banyak yang menimbulkan suatu 
pertanyaan mengenai hukum dalam sinkronisasi dengan 
UUD 1945 dan masih banyak menghasilkan berbagai 
penafsiran — penafsiran yang belum terlihat dengan jelas 
antara suatu pikiran ataupun suatu tindakan. Berdasarkan 
ketentuan pasal 1 TAP MPR hadir yang berdasarkan 
atas pertimbangan MPRS yang menerima dengan baik 
dan menguatkan kebijaksanaan presiden yang sudah 
dituangkan dalam sebuah keputusan tanggal 12 Maret 
1966 No/1/3/1966. Dengan isi sebuah keputusan 
tersebut memiliki suatu perintah untuk membubarkan 
PKI serta organisasi — organisasi yang berhaluan dibawah 
nanungan PKI dan juga PKI menjadi partai terlarang di 


seluruh Negara Indonesia. 


Kemudaian dari pasal 2 TAP MPRS/XXV/1966, 
dengan isi yang berbunyi sebuah pelarangan terkait 
setiap warga Negara Indonesia mengajarkan ataupun 
mengembangkan paham dari sebuah hal ideologi 
komunisme/marxisme/leninisme dengan pasal 107a 
sampai 107e UU/27/1999. Dengan adanya suatu 
pelarangan ini telah bertentangan dengan pasal 28K ayat 
2, Pasal 281 ayat (1) UUD 1945, sebagaimana dalam hak — 
hak warga Negara sebagai mana yang dimaksud 27 ayat (1) 
UUD. Pasal 23 UU 39 /1999 mengenai hak warga Negara 
dan hak berpolitik. 
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Bahwsannya dari yang didasarkan pada pasal 2 TAP/ 
MPRS/25/66 dengan isinya yang menyatakan sebuah 
pembatasan secara luas mengenai orang yang melakukan 
kegiatan penyebaran pemahaman ataupun ajaran ideologi 
komunisme dalam sebagala bentuk hal yang menggunakan 
aparatur Negara sebagaimana adanya bala bantuan untuk 
memberikan kemudahan dalam proses perubahan dan 
juga melakukan kerusakann yang menjadikan sebagai 
dalang utama sebgai contoh dari pimpinan Kolonel 
Untung yang membuat kerusakan Negara maka dari 
itu kita mendapatkan beberapa aturan yang menjadi 
terkelompok dengan tindakan — tindakan ini yang dilarang 
yang membuat kerugian Negara dan keresahan warga 
Negara serta menggantikan ideologi dasar Pancasila dalam 
UU yang ada dalam sebuah aturan yang berlaku 27/1999 
yakni sebgai berikut : 


a. Frasa dimuka umum didalam pasal 107a sampai 
pasal 107d : 


b. Frasa lisan, tulisan, dan media apapun di dalam 


pasal 107a sampai pasal 107d : 


c. Frasa mengembngkan atau mengjarkkan didalam 


pasal 107a sampai pasa 107d, kecuali pasal 107b 


d. Frasa yang meniadakan atau menggantikan lan- 
dasan Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia 
pasal 107b & pasal 107d 
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e. Frasa yang menimbukan suatu korban jiwa didalam 
pasal 107b dan pasal 107c 


f. Frasa yang berakkibatkan menimbulkan kerusuhan 
dalam masyarakat didalam pasal 107b dan pasal 
107c 


g. Frasa kerugian harta benda pasal 107b dan pasal 
107c dan 


h. Frasa mendirikan organisasi didalam pasal 107e 
ayat (1). 


Dari sebuah kalimat yang dapat kita rumuskan 
bersama — sama sebagai suatu tindakan yang dipersempit 


dengan menjadikan 2 tindakan pelarangan sebagai berikut, 


1. Dari segi suatu kejahatan yang berkaitan dengan 
mengganti ideologi landasan dasar pancasila se- 


bagai ideology Negara Indonesia. 


2. Sebuah kejahatan dari sarana dan prasarana, den- 
gan landasan utamanya untuk mengganti Pancasi- 
la sebagaimana usaha — usaha yang dilakukan oleh 
PKI. 


Darisegi aturan pelarangan bagi orang penganut paham 
komunis salah satunya sudah melanggar hak asasi manusia 
(HAM) yang memang berkaitan dengan fundamentalisme 
manusia itu sendiri yang memang dasarnya memiliki 


kebebasan untuk menentukan pemikirannya individualis. 
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Berdasarkan sebuah pasalketentuanpasal28E ayat (2) UUD 
1945 mengenai kebebasan manusia terhdap kerohanian, 
yakni suatu kebebasan rohani adalah kemampuan 
manusia atas melakukan tindakan pemikirannya secara 
individulistis untuk menghendaki kehidupannya, maka 
dari itu setiap manusia tidak dapat memaksakan kehendak 
pikirannya yang tidak sesuai dengan pikiran individulisnya. 
Perlu diingatkan bahwasannya kita seharusnya perlu 
menhargaisuatu kebebasan dari pribadi seseoang 
berdasarkan hati & nuraninya agar supaya seorang tidak 
dipaksakan untuk bertindak melawan suara hatinya supaya 
orang bertindak dalam hidup sesuai dengan hati nuraninya 
sejauh dengan tidak merugikan dari pikiran orang lain juga 


terhadap pemikiran orang. 


Negara seharusnya tidak ikut mencampuri dalam hal — 
hal yang berkaitan dengan kebebasan individualis atau hak 
— hak sebagai kerohanian manusia. Begitupun terhadap 
pelarangan sebuah ideologi komunisme/marxisme/, 
karena tidak mungkin suatu aturan maupun hukum dapat 
mengatur dalam setiap pikiran dari hati nuraninya manusia 
itu sendiri, hukum yang ke arah positif hanya mengatur 
berbagai hal yang berkaitan dengan suatu tindakan dari 
manusia yang menyebabkan kerugiannya orang lain, dan 
hukum juga tidak mengatur kebebasan dalam berpikir 
karena merupakan suatu suatu ranah hukum terhadap 


moral. 
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Dari masyarakat yang menganut paham ideology 
komunis sebagai warga Negara Indonesia yang sudah 
sangat haknya sudah dikesampingkan terkait adanya aturan 
TAP/MPRS/XXV/66. Makanya itu dari pelarangan 
komunis ini ataupun juga membatasi hak penganut lainnya 
serta partisipasinya sebagai warga Negara Indonesia Negara 
harus menjamin perlindungan hak — hak kebebasannya 
tanpa adanya intimidasi dari pihak lain. catatan penting 


agar saling menjaga satu sama lain. 


Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dengan isi yaitu 
bahwasannya setiap warga Negara Indonesi memiliki hak 
dan kewajiban yang sama, dan dimana setiap warga Negara 
memiliki hak yang untuk dianggap sama dalam hukum 
maupun pemerintahan. Selanjutnya sebuah penganut 
dari ideology kiri komunisme/marxisme juga memiliki 
suatu kewajiban sebagai warga Negara untuk menjunjung 
hukum maupun pemerintahan, jadi suatu analogi yang 
menyatakan bahwasannya setiap orang yang berideologi 
apapun harus tunduk kepada hukum yang berlaku serta 
tetap menjalankan sebuah peraturan yang di atur oleh 


pemerintah. 


Philipus M. Hadjon, bahwasannya hubungan 
pemerintah dengan rakyat merupakan hubungan yang 
keserasiannya haruslah kuat dengan berdasarkan kepada 
asas dan kerukunan pada landasan Pancasila sebagai 
sumber dari segala sumber hukum. Oleh karena itu 


pelaksanaan sebuah kewajiban haruslah dilaksanakan 
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secara bersamaan, tidak adanya yang lebih didahulukan 
antara kewajiban dan hak. Analisis singkatnya antara lain 


adanya suatu keseimbangan antara kewajiban dan hak. 


Dengan hal ini suatu tindakan tidak adanya 
keseimbangan antara hak dan kewajiban terhadap penganut 
ideologi komunisme /marxisme — leninisme, sebagai warga 
Negara tidak memiliki hak untuk berpartisipasi dalam 
pemerintah, bahkan penganut ideologi komunisme/ 
marxisme tidak memiliki kesamaan didalam kedudukan 
hukum di Indonesia yang dikarenakan adanya aturan 
TAP MPRS/XXV/1966, yang menjadi suatu tembok 
penghalang sebagai hak warga Negara Indonesia, jadi 
adanya TAP MPRS 25 1966 membatasi setiap orang mau 


berideologi khususnya komunis /marxis. 


Dengan demikian, perlunyauntuk mempertimbangkan 
dari aturan TAP MPRS/XXV/1966, yang menyatakan 
ideologi komunis sebagai ideology yang dilarang di 
Indonesia, penganut ideologi komunisme/marxisme 
memiliki keharmonisan dalam menjadi warga Negara 
Indonesia terutama memiliki hak  individualnya. 
Berdasarkan suatu pasal 28J ayat (1) UUD 1945 yang 
menyatakan “setiap orang wajib menghormati hak 
asasi kehidupan dan ketertiban kehidupan masyarakat 
dan bernegara” yang kemudian kewajiban itu sebagai 
tanggung jawab hukum dan moral manusia untuk saling 
menjaga dan menghormati antar satu dengan lainnya. 


Dan sebagaimana dengan pasal 1 angka 2 UU 39/1999 
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yang menyatakan bahwa “kewajiban dasar manusia 
adalah sebuah seperangkat alat kewajiban yang apabila 
tidak terlaksanakan, maka tidak memungkinkan tidak 


terlaksananya hak asasi manusia”. 


Dapat kita tarik dari sebuah pembahasan ini, 
bahwasannya hak — hak terhadap penanganut 
ideologi komunisme/ matxisme/ leninisme dengan 
mempertimbangkan bahwasannya penganut ideology 
komunisme ataupun marxisme mamiliki hak seperti 
manusia lainnya ssebagai warga Negara Indonesia. 
Sebagai kedudukan mempunyai hak katas kebebasan 
berfikir berdasarkan hati nurani individualnya dan 


memiliki perbedaan dengan pandangan orang mayoritas. 


Pembatasan atau larangan diberikan kepada warga Negara 
yakni ialah, hanya masuk akal apabila menyangkut tindakan 
merusak atau mengganti ideologi Pancasila ini, dan ini 
harus digaris bawahi. 


Masih ada beberapa hal yang kita akan kaji mengenai 


aturan yang masih masuk dalam akal kita, : 


Pertama, penganut ideologi komunisme/marxisme 
adalah kita nyatakan sebagai warga Negara Indonesia, 
yang dalam landasan konstitusinya mempunyai hak asasi 
yang berkaitan dengan hak kebebasan dalam keyakinan 
maupun kerohanian setiap perlindungan orang harus 
mendapatkan perlindungan selayaknya manusia dan 


tidak berhak mendapatkan diskriminatif bahkan juga 
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dapat perlindungan hukum (pasal 23Hayat (2), pasal 281 
ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945), setiap semua penganut 
ideologi, seperti komunisme/marxisme mendapatkan hak 
dari Negara dan harus diperlakukan sama seperti warga 
Negara mayoritas bahkan harus diperlakukan sama di mata 
hukum maupun pemerintah yang dimana orang penganut 
ideologi komunis & marxis memiliki hak dalam politik 
maaupun sipil. Bahkan ada hukum yang tidak tertulis yang 
menyatakan setiap manusia individualnya memiliki hak 
kebebasan sejak lahirnya dibumi ini dan dapat menentukan 
jalan pemikiran mereka dari harti nurani — nya sendiri yang 
menjadi hambatan addanya aturan terkait TAP MPRS 25 
1966. 


Selanjutnya hal kedua yakni, manusia memiliki hak 
kebebasan dalam berfikir yakni sudah menjadi kodrat 
pemberian daari sang maha Pencipta, kita kaji dalam 
Pancasila yang melahirkan sebuah ideologi sosialisme 
pada Pancasila yang ke — 5 dimana tujuan dari silaa 
yang ke — 5 ini mementingkan kaum — kaum proletar 
dan memperjuangkan hak — hak masyarakat kecil yang 
tertindas, hal ini sama sekali percis dengan pemikiran 
Karl Marx yang dimana memperjuangkan kaum proletar 
dalam perjuangan kaum buruh untuk melawan kaum 
borjuis (kapitalisme) dan menginginkan sektor ekonomi 
dipegang oleh Negara dalam artian tidak ada pihak swasta 
yang memegang kendali sektor ekonomi, dan kita kaji lagi 


dalam Pancasila yang ke — 2 ini dimana peran manusia 
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sangat penting diranah sosial, dengan tidak membatasi hak 
— hak mereka yang dimana penganut ideology komunis 
& marxis bisa menentukan arah jalan pikirannya dan itu 
diberikan oleh Tuhan, asalkan pemikiran tersebut tidak 


merugikan orang lain. 


Terakhir yang ke 3 ini yang dimana kita katakana 
sebagai pembatasan suatu tindakan, hukum mengatur 
berbagai tindakan manusia agar terciptnya sebuah hukum 
yang berlandaskan keadilan. UU No 27/1999 selayaknya 
tidak mengatur mengenai hal — hal yang berkaitan 
dengan penganut ideology komunis/marxis akan tetapi 
hukumlah sesuatu yang bertindak dengan tindakan yang 
dapat merugikan orang lain. dan akhir dari pembahasan 
ini yakni atas dasar sebuah toleransi dalam perbedaan 
pandangan di Indonesia yang menganut paham Pancasila 
yang demokrasi, yang dimana warga negaranya tidak 
melaksanakan partisipasi makan Negara ini tidak akan 
menjadi beradap dan melanggar Pancasila yang ke 2, 
Pancasila sebagai alat untuk menghalang hak orang untuk 


menganut sebuah ideology adalah hal yang salah. 


C. Sistem Perlindungan Hukum Terhadap 
Penganut Ideologi Komunisme/ 
Marxisme & Leninisme. 


Suatu perlindungan dari yang namanya hukum atau 
juga Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan dasar ciri 
khasnya Negara hukum, maka dari itu sangat penting 
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dari memperhatikan suatu Hak Asasi Manusia (HAM), 
alangkah lebih baiknya tidak membedakan antara beberapa 
golongan ideology politik, misalkan Komunis & Marxis 
dalam artian hukum tidak memandang golongan dalam 


ideologi ataupun pemahaman & keyakinan. 


Pada pasal 211 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan 
“Perlindungan pemajuan, penegakan HAM hak asasi 
manusia adalah hak tanggungjawab Negara”. Dengan pasal 
8 UU 39/1999 yang dimaksud dengan perlindungan yakni 
masuknya dari pembahasan pembelaan dari yang namanya 
HAM dalam artian sebuah perlindungan diartikan sebagai 
berikut, 


1. Tempat Berlindung. 
2. Hak Melindung. 


Dapat kita pahami bahwa perlindungan terhadap 
warga Negara tidak terlepas dari terbentuknya sebuah 
Negara sebagai kesepakatan Negara yang terbentuk dari 
awal. Sehingga salah satu hal yang paling penting dari 
Negara yakni melindungi hak asasi manusia HAM. 


Dalam aturan UU/39/1999 membuat suatu 
pengakuan yang sangat luas terhadap hak asasi manusia 
(HAM) yang sseharusnya dijamin dan diakuin terhadap 
hak — hak sipil sebagai warga Negara dan hak — hak 


pengelompokannya sebagai berikut. : 
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a. Hak Politik, yaitu hak untuk ikut serta dalam pe- 
merintahan misalkan hak dipilih maupun memilih 


dan hak membentuk organisasi politik. 


b. Hak Ekonomi, membeli seuatu, menjual dan mem- 


beli sesuatu tanpa merugikan orang lain. 


c. Hak Hukum, hak untuk mendapatkan perlakuan 
hukum yang sama dalam hukum dan pemerintah- 
an, serta mendapatkan hak dalam perlindungan 


dan peradilan hukum. 


d. Hak Sosial & Budaya, hak mengembangkan suatu 
budaya dan hak memilih pendidikan. 


e. Hak Atas Kepribadian, hak menyatakan pendapat 


dan kebebasan dalam memilih Agama. 


Jadi penganut ideologi komunis & marxis dengan 
kaitannya sebagai warga Negara Indonesia berhak dapatkan 
perlindungan hukum, perlindungan yang dimaksud ini 


adalah tentang perlindungan HAM hak asasi manusia. 


Dari yang bisa kita pertimbangkan bersama — sama 
bahwasannya penganut ideolgi komunis & marxis sudah 
diberlakukan secara tidak adil yang dimana kita baca 
dari pembahasan yang diatas mengenai TAP MPRS/ 
XXV/1966 yang berkaitan dengan pelarangan penganut 
ideology komunisme di Indonesia yang dimana sudah 
melanggar dari kebebasan hak asasi manusia (HAM) 


sebagai warga negara Indonesia yang berkaitan dengan 
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pelarangan ideology komunisme & marxisme sebagaimana 
telah bertentangan dengan pasal 28K ayat (2), pasal 27 ayat 
(D UUD 1945 yang kemudian kita kelompokan sebagai 
berikut : 


a. Suatu dari kebebasan maupun keyakinan beride- 
ologi yang dilarang yakni dari ideologi komunis & 
marxis salah satunya sudah melanggar hak penga- 
nut ideologi komunisme yang sebagaimana dengan 
dalam pasal 28E ayat (2) UUD 1945 dan pasal 23 
UU 39/1999 mengenai warga Negara memiliki hak 


kebebasan. 


b. Kebebasan untuk menyatakan pendapat dimuka 
umum telah dilakukan pembatasan berdasarkan 
pada pasal 2 TAP MPRS/XXV/1966, pasal 107a 
hingga pasal 107e UU 27/1999 telah bertentangan 
dengan pasal 25 UU 39/1999. 


c. Kebebasan berkumpul yang bagaimana dilarang 
didalam pasal 107e ayat (1) UU 27/ 1999 yang met- 
upakan salah satu bertentangan dengan HAM hak 
asasi manusia pada pasal 28 UUD, pasal 24 ayat (1) 
UU 3971992. 


Adanya sebuah pengecualian dalam pasal — pasal 
tersebut dalam artian tidak berlaku dalam perlindungan 
HAM hak asasi manusia, yang melakukan tindakan sebagai 
berikut, 
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a. Mengubah dan meniadakan landasan dasar Pancas- 
ila sebagi falsafah Indonesia dalam pasal (107b & 
107c UU 27/1999). 


b. Menimbulkan rasa ketakutan dan juga keresahan 
(pasal 107b & pasal 107c UU 27/1999). 


c. Menimbulkan korban jiwa & merenggut nyawa 
(pasal 107b & pasal 10c UU/27/1999). 


d. Menimbulkan kerugian harta benda dan fasilitas 
(pasal 107b & pasal 107c). 


Kita akan kelompokan sebagai pembahasan yang ada 


pada sebelumnya bahwasannya : 
1. Kebebasan dengan kerohanian. 
2. Kebebasan jasmani. 


Setiap warrga Negara Indonesia yang menganut 
sebuah ideology komunis & marxis dan menentukan 
keyakinan dalam berpolitikannya sebagaimana yang 
dimaksud dari 28E ayat (2) UUD 1945, dan pasal 23 UU 
39/1999, bahwa yang menyatakan pada pasal tersebut 


yakni antara lain : 


a. Setiap orang bebas memilih dan mempunyai keya- 


kinan politiknya. 


b. Setiap orang bebas dalam menyatakan suatu 


pendapatnya dengan secara lisan, media cetak dan 
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lainnya, terkecuali mengandung hal — hal intimidasi 


orang lain. 


Dan bagi penganut ideologi komunis & marxis dapat 


menyapmaikan sebuah pendapatnya dimuka umum, yang 


perlu digaris bahawi lagi tidak dalam untuk mengganti 


Pancasila dalam ideologi dasar Negara. Sebagaimana 
ketentuan pada pasal 25 UU 39/1999 yang telah ditetapkan 


dalam tersendiri yakni UU 9/1999. 


Untuk warga Negara yang menganut ideologi 
komunisme/ marxisme/leninisme memiliki suatu hak atas 
penyampian dalam berdiskusi maupun bertukar pikiran 
secara bebas serta mendapatkan sebuah perlindungan dari 
hukum sebagaimana yang berlaku pada ketentuan pasal 5/ 
UU 9/1998. Mengeluarkan pendapat secara bebas serta 
bebas dari suatu tekanan fisik untuk tidak menggantikan 
Pancasila, yang sebagaimana dimaksud dengan pasal 4 
UU/9 1998. Dalam menyampaikan suatu pendapat harus 
mendapatkan perlindungan hukum dan perlindungan 
keselatamat serta jaminan keamanan. Maka sudah berhak 
untuk menyampaikan pendapat di publik maka penganut 
ideology komunisme/marxisme bertanggung jawab atas 
ketentuan pasal dari 6 UU 9/1998, yakni menghormati dan 
menghargai hak — hak orang lain untuk menjaga kesatuan 
bangsa Indonesia agar tidak terjadinya suatu perpecahan 


belah antar warga Negara. 
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Bentuk perlindungan dari hukum dapat dilakukan 
oleh penganut ideology komunis & marxis sebagai warga 
Negara Indonesia adalah dengan melakukan sebuah 
pengujian UU 27/1999 di Mahkama Konstitusi, yang 
dimana Mahkama Konstitusi adalah lembaga peradilan yang 
menjalankan sebuah keadilan kekuasaan kehakimannya 
sebagaimana yang dimaksud pada ketentuan dari pasal 
24 ayat (l) UUD 1945, yang menyatakan bahwasannya 
“kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang 
merdeka menyelenggarakan peradilan guna menegakan 


hukum peradilan”. 


Penganut ideologi komunisme & marxisme dapat 
menguraikan dengan secara jelas mengenai kerugian hak 
konstitusional dengan adanya sebuah ketentuan Pasal 107a 
sampai 107e UU 27/1999 sebagaimana pasal 51 ayat (1) 
& ayat (2) UU nomor 24 tahun 2003 tentang mahkamah 
konstitusi sebagaimana yang sudah diubah menjadi UU no 
24 tahun 2003 yakni Mahkama Konstitusi berpendirian 
dalam sebuah hal keputusan mengenai “kerugian dari hak 
dan kewenangan konstitusional pemohon” dengan adanya 


memenuhi 5 syarat antara lain sebagai berikut : 


1. Adanya suatu hak/kewenangan konstitusional 
pemohon dianggap yang dirugikan oleh UUD RI 
1945. 


2 Hak dan kewenangan konstitusional tersebut oleh 


pemohon yang dianggap dirugikan oleh yang ber- 
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lakunya UU yang dimohonkan penguji. 


3. Kerugian konstitusional harus bersifat spesifik dan 


actual. 


4. Adanya hubungan sebab & akibat antara kerugian 
dimaksud dengan berlakunya UU yang dimohonk- 


an penguji. 


5. Adanya suatu kemungkinan bahwasannya dengan 
dikabulkan permohonan maka kerugian konstitu- 
sional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak 


akan terjadi lagi. 


Dari bentuk perlindungan hukum diatas dapat 
memberikan sebuah pergerakan dari penganut ideology 
komunis dan marxis. Sebagaimana Undang - undang yang 


masih tetap berlaku. 
D. NASAKOM Di Zaman Reformasi 


Pada saat ini di zaman reformasi Negara Indonesia 
sedang melakukan konsentrasi mengenai kejatuhan 
nasib rakyat akibat sebelumnya terjadi sebuah krisis 
ekonomi, dari perubahan zaman ini kedepannya 
mengupayakan untuk memperbaiki bangsa Indonesia 
ke — arah yang lebih baik. Suatu pernyataan yang di 
ucapkan Gus Dur mengenai aturan yang masih tetap 
berlaku berisi mengenai TAP MPRS/ XXV/1966 yang 
melarangpenyebaran komunisme, marxisme, leninisme 


serta melarang organisasi PKI, ia mengomentari 
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bahwasannya TAP MPRS/XXV/1966, harsuslah 
dicabut bahwasannya Negara Indonesia tidak boleh 
membatasi hak asasi manusia dalam memilih dan 
meyakinkan pehaman ideologi yang paling benar, maka 
dari itu dengan lain perkataan melalui zaman reformasi 
dengan pencabutan TAP MPRS/XXV/1966 maka 
kedepannya akan terwujudnya masyarakat yang bebas 
dalam memilih ideologi, dengan terbentuknya ideologi 
Nasionalis, ideologi Agama, ideologi Komunis ke — 
tiga ideologi tersebut tetap berkembang walaupun 
komunis masih tetap ada aturan tetapi di zaman 
reformasi ini komunis masih ada pergerakan melalui 
media — media ataupun tulisan opini walaupun tidak 
menyertakan atribut komunis seca langsung, dalam 
era zaman reformasi ini akan terwujudnya masyarakat 
NASAKOM versi Indonesia baru, tapi tidak spesifik 
di NASAKOM di zaman Orde Lama. 


Pencabutan TAP MPRS/XXV/1966 maka 
akan dari itu akan kemungkinan ada masyarakat 
NASAKOM baru namun dengan berdasarkan hak 
asasi manusia. Manusia harusnya diberikan kebebasan 
dalam memilih pandangannya yang dianggap benar 
dan sesuai dikehidupan sosial masyarakat, pelarangan 
seharusnya lebih arah ke sebuah tindakan yang arogansi 
ketika PKI yang telah melakukan pemberontakan, 
melainkan bukan pelarangan terkait keyakinan 


maupun pemahan, jadi gambarannya yang penganut 
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ideologi komunis belum tentu PKI. Misalkan ideologi 
Komunis diberikan sebuah kebebasan dan membuat 
sebuah kelompok atau pun partai juga harus diberikan 
kebebasan karena hal itu ada hak asasi manusia 
mengenai ke — organisasian, berserikat ataupun 


berkumpul. 


Menegaskan bahwasannya MPRS aturan tersebut 
tidak boleh ikut campur mengenai pelarangan komunisme, 
marxisme sebagai ajaran maupun pikiran meskipun ajaran 
tersbut anti — Tuhan. Bahwasannya masyarakat — lah yang 
berkewajiban mendidik warganya untuk menolak hal itu, 
bukan melainkan kekuasaan yang langsung memberi aturan. 
Masyarakat tidaklah ambil pusing kalau TAP MPRS/ 
XXV/1966 diabut, masyarakat masih tetap bisa melakukan 
aktivitas seperti biasanya, bahkan perkembangan wawasan 


pikiran masyarakat dapat memahami mengenai komunis. 


Melarang suatu paham bearti melarang hak asasi 
manusia, sekali lagi untuk ditegaskan pemerintah 
harus menjunjung HAM serta menjaga jangan sampai 
melanggar hak asasi manusia, komunis itu dilawan dengan 
suatu tindakan melainkan bukan dengan TAP atau aturan 
yang berlaku, untuk kedepannya masyarakat melepaskan 
ketergantungannya terhadap Negara mengenai hal 
pemahaman. Segala hal sesuatu yang menyangkut 
hak individu bukanlah di atur oleh Negara melainkan 


dikembalikan kepada masyarakat itu sendiri, apa gunannya 
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kita sudah memasuki zaman reformasi tetapi kebebasan 
hak individu masih di atur oleh Negara. Mari kepada 
masyarakat agar bangsa ini menjadi besar buka tirai sejarah 


yang sebenar benarnya termasuk kepada anak bangsa kita. 


Terhadap TAP  MPRS/XXV/1966 tersebut 
bukannya MPR campur tangan dalam hak — hak orang 
penganut komunis, melainkan biarlah rakyat sendiri yang 
menghadapinya ataupun bagaimana rakyat mengatasinya 
ketika ada penganut komunis di lingkungan mereka. Hak 
yang demikian itu jelasnya merupakan suatu sumber api 
yang kedepannya akan mendapatkan picuan suatu konflik 
horisontal yang terjadi antara individu maupun kelompok 
yang memiliki ke dudukan yang sama dikalangan rakyat 
pro dan kontra. Jikalau PKI dilarang, maka mempelajari 
komunis seharusnya jangan ada pelarangan karena PKI 
dan komunis meemiliki kesamaan tetapi berbeda dalam 
keberadaannya. Hal ini dengan alasan jikalau kita ingin 
menangkal bahwa bahaya komunis atau melawan komunis 
maka kita harus mengetahui ajaran apa itu komunis 


tersebut. 
E. TAP No. XXV/MPRS/1966 & HAM 


Alasan kuat mengenai pencabutan TAP MPRS/ 
XXV/1966 adalah berkaitan dengan hak asasi manusia, 
hidup di suatu Negara haruslah mendapatkan suatu 
kebebasan hak asasi untuk memilih tujuan serta ideologi 


setiap warga Negara yang emang dianggap benar. Dalam 
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menentang komunisme bukanlah melalui aturan yang 
berlaku yang diproduksi oleh Negara melainkan peran 
masyarakat yang menjalankan kebersamaan dalam 
beerideologi. Menganalisis terkait sistem kekuasaan yang 
dimana pandangan mendikotonomi atau dua hal yang 
tidak dapat dipisahkan antara Negara dan masyarakat. 
Pemisahan antara masyarakat dan Negara biasanya 
adanya sebuah kepentingan politik misalkan menjatuhkan 
penguasa dalam suatu Negara, karena hal ini adanya 
sebuah pergerakan untuk memperdayakan masyarakat 
dan dimana masyarakat menjadi alat kekuasaan atau 
kepentingan politik untuk terapainya suatu kekuasaan. 
Demikian pula dengan pemisahan domain masyarakat 
dengan sebuah Negara seperti yang terjadi pada Karl 
Marx, kasus pemisahan antara masyarakat dan Negara ini 
dalam upaya untuk melemahkan suatu politik penguasa 
kaum kapitalis, karena menurut Marx masyarakat pada saat 
itu dalam keadaan sedang tertindas, sehingga masyarakat 
harus mengubah atau merevolusi untuk kepentingan 


masyarakat yang tertindas yakni kaum proletar. 


Jikalau dilihat dari sebuah penekanan kepentingan 
politik demi kekuasaan maka Negara dan masyarakat tak 
dapat dipisahkan. Negara merupakan suatu organisasi 
kemasyarakatan merupakan suatu persekutuan hidup 
untuk mewujudkan suatu tingkatan yang paling tertinggi 
yakni sebuah keberadaban. Masyarakat adalah Negara itu 


sendiri karena manifestasi kodrat manusia yang dilindungi 
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oleh hukum aturan dan kebebasan menjadikan warga 
Negara hal yang tetap dijunjung jadi tidaklah tepat 
bilamana TAP MPRS/XXV/1966 masih berlaku hingga 
sekarang, Karena TAP MPRS 25 sebagai perwujudan 
bukan untuk menindas hak asasi masyarakat melainkan 
dilator belakangi oleh kejadian konflik antara PKI dan 
militer di saat zaman Orde Lama dan Orde Baru, ketika 


saat reformasi ini tiada terjadi konflik terkait komunisme. 


Mewujudkan ketetapan MPRS/XXV/1966 adalah 
bertentangan mengenai HAM jadi otomatis Negara sedang 
lagi ikut campur dalam membatasi hak individualisnya, 
dalam memilih ideologi yang kita anggap paling benar 
itu adalah hak bagi warga Negara, termasuk ideologi 
komunisme kita harus lihat dan pahami terlebih dahulu misi 
ideologi dan sifat ideologi tersebut terutama pengakuan 
terhadap hak asasi manusia. Bilamana kita tinjaikan 
mengenai pengertian hak asasi manusia sebenarnya kita 
harus lihat dari segi aspek fundamental yaitu kodrat 


manusia sumber derivasi hak — hak asasi manusia. 


Ketetapan MPRS/XXV/1966 yang berisi mengenai 
larangan penyebaran paham komunisme adalah merupakan 
suatu produk Negara yang bersumber pada subjek rakyat 
sebagai pendukung kekuasaan Negara. Meninjau kembali 
terkait TAP MPRS/XXV/1966, pelarangan komunisme 
yang bertentangan HAM, kita tinjau kembali pada aturan 
— aturan yang deklarasi HAM PBB yang terantum pada 
pasal 18, yang berisi “setiap orang berhak atas kebebasan 
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pikiran, keinsyafan batin dan agama. Demikian juga dari 


pasal 19 “setiap orang berhak atas mengeluarkan pendapat. 


Oleh karena itu jikalau pasal 18 dan 19 hak — hak asasi 
manusia PBB tersebut dipahami dalam kaitannya dengan 
pasal 29 ayat (1) setiap orang membunyai kewajiban 
untuk mengembangkan pribadinya dengan secara penuh 
dan bebas. (2) didalam setiap kebebasannya setiap orang 
harus tunduk hanya kepada pembatasan — pembatasan 
yang ditetapkannya oleh suatu undang — undang untuk 
menjamin pengakuan serta pengormatan yang layak bagi 


kebebasan orang lain di suatu masyarakat yang demokratis. 


Hak untuk memilih ideologi komunisme, marxisme, 
leninisme secara historistis telah terbatas diberikan 
oleh bangsa Indonesia yang berketuhanan dan dalam 
kenyataannya ideologi tersebut memiliki keyakinan dan 
pandangan dialektis. Hakikatnya yang bertentangan dari 
pasal 18, 19 serta pasal 29 ayat (1) dan (2), maka dari itu 
pertentangan mengenai kebebasan dalam perpendapat 
ataupun berideologi menjadi perihal yang salah yang dapat 
merusak citra norma kesusilaan maupun kemanusiaan 
melalui suatu undang — undang bahkan merusak nilai — 


nilai Pancasila. 
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Bab III 
Penutup 


————N —— 


Setiap orang penganut ideologi maupun ideologi 
dari golongan kanan maupun kiri, itu menjadi hak dari 
kebebasan mereka atau kebebasan setiap individualistisnya 
dalam menyikapi pemahaman, di Negara Indonesia 
khususnya hak asasi manusia HAK yang selalu dalam 
menjunjung tingginya HAM dan dimana Negara Indonesia 
dapat menjadikan Negara yang berbagai macam — macam 
pemahaman. Dalam artian pemahaman yang tidak 


terkandung untuk menjerumuskan isi landasan Pancasila. 


Dimana kita fokuskan pembahasan buku ini ke sebuah 
ideologi komunis & marxis yang berhak atas pemikiran 
mereka dan juga berhak menyampaikan pendapat, sebuah 
kebebasan berfikir menjadi alat fundamentalisme manusia 
yang tidak kita bisa batasi, dengan cara apapun dan 
bagaimanapun juga (Hak Individualistis). Negara harusnya 
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mempertahankan hak — hak warga Negara — nya, bukan 


malah membatasi pergerakan hak warga Negara. 


Pelarangan ideologi komunisme dan Marxisme 
sudahlah harus kita akhiri, karena dengan adanya aturan 
hukum TAP MPRS XXV/1966 , sudah mencederai 
demokrasi Indonesia saat ini, dan juga merusak citra 
kemanusiaan dalam sebuah pembatasan dan kebebasan 
setiap hak warga Negara. Kita perlu lagi terkait aturan 
MPRS/XXV/1966 yang sudah merusak nama baik 
Pancasila. Sebuah ideologi Pancasila yang berbasis 
demokrasi dan hukum dapat menjadikan alat perjuangan 
untuk melawan sebuah penindasan. Hukum di Negara 
Indonesia harus — lah memiliki perlindungan terhadap 
warga Negara yang membutuhkan, bukan malah 
menjadikan hukum sebagai alat untuk mengntungkan 
pribadi individualis, dan bukan untuk menjadi alat untuk 
menjatuhkan hal yang sama — sama benar, hukum bukan 
untuk orang yang berkepentingan dan hukum juga bukan 
untuk alat penguasa Negara. Hukum melahirkan sebuah 
peradilan dan sebuah peradapan bagi warga Negara, 
karna semua kehidupan masyarakat tak lepas dari sebuah 
aturan, dari aturan yang tertulis (hukum budaya) maupun 
tak tertulis. Tetaplah menjunjung tinggi kehormatan dan 


keadilan hingga tegakkan nilai kemanusiaan. 
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Catatan Singkat : 


Assalamualaikum, Shalom, Om Swuastiastu, Namo 
Buddhaya. 


Teruntuk Alm. Ayik Umar Said. 


Saya sebagai penulis buku ini mengucapkan belasungkawa 
terhadap Alm. Ayik Umar Sadi, telah memberikan sebuah 
opini — opini terhadap nilai — nilai kemanusiaan yang sangat 
tinggi. Saya harap tulisan maupun opini yang banyak sekali 
manfaatnya dari Alm. Ayik Umar Said tetap selalu dikenang 
dan dibaca oleh orang lain agar supaya bagaimana nilai 
kemanusiaan yang terkandung akan menjadikan hati tetap 
selalu memanusiakan manusia. Dan saya ucapkan banyak 
— banyak terima kasih kepada Alm. Ayik Umar Said 
dengan adanya opini tulisan dari Alm Ayik Umar, tetap 
mengajarkan kepada manusia menjadi manusia sebenar 
— benarnya, tak lupa selalu mendoakan yang terbaik buat 
beliau agar beliau tetap tenang di alam semesta ini dan tak 
lupa juga mendoakan keluarga — keluarga beliau agar tetap 


selalu diberikan kesehatan. 
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Tentang 
—  —N——- — 


Buku ini membahas terkait tragedi kisah peristiwa 
sejarah Negara Indonesia pada tahun 1965 — 1966, dan 
juga membahas terkait perkembangan zaman, dari zaman 
— nya demokrasi terpimpin yang dimana zaman di pimpin 
oleh Sukarno yang disebut zaman Orde Lama, dan di 
lanjutkan pada tahun 1966 di zaman demokrasi Pancasila 
yang diaman zamannya Orde Baru di pimpin oleh Suharto. 
Hingga akhir periodenya pada tahun 1998 Orde Baru pun 
jatuh dan dilanjutkan zaman sekarang ini yakni zaman 


Reformasi. 


Buku ini juga membahas terkait dengan aturan yang 
sudah berlaku sejak lama yakni TAP/MPRS/XVV/1966 
sebagai pelarangan sebuah ideology komunisme, marxisme 
dan leninisme di Indonesia, bahkan bukuini juga membahas 
hak asasi manusia (HAM) sebuah perlindungan warga 
Negara Indonesia yang menganut ideologi komunisme 
& marxisme/leninisme atau pemahaman — pemahaman 
kiri lainnya. Terlepas dari zaman Orde Baru, yakni yang 
sekarang zaman kebebasan yaitu reformasi dimana 


masyarakat Indonesia sudah siap untuk menerima berbagai 
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ideologi yang datang. Pribasaha yang menyatakan manusia 
yang baru lahir hingga menjemput kematian — pun tetap 
memiliki yang namanya kemerdekaan dan kebebasan (Hak 


Asasi Manusia). 
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Individu Yang Merdeka 
mama masi 9 Ba nat 


Berangkat dari sebuah tulisan ataupun opini — 
opini orang yang sependapat maupun tak sependapat 
hingga lahir — lah opini yang bebas, semacam filsafah 
tesis, anti — tesis dan sintesis. Terpikir dari opini 
merdeka dimana tidak ada satupun yang terikat pada 
jiwa individualis. Tinjauan kembali siasat merdeka itu 
hanya sesaat. Maka itu tidak akan ada lahir kembali 


tanggung jawab. 
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